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Judul

Skr1p31 ini membahas _ mengenai pencanan data pembandmg dalam
dokumentasi | transfer pricing. Pencarian data pembandmg ----- 1111 terkalt dengan
kewaJ iban dokumentasi harga transfer untuk Y

 PT ABC adalah perusahaan mult1nas10na1 yang bergerak di b1dang d1str1bus1
produk polyethylene (PE) dan polypropylene (PP) di Indonesia. PT ABC melakukan
transaksi dengan pihak yang mempunyal hubungan istimewa. Trapsaks1 yang
-dilakukan oleh PT ABC kepada pihak - yang memiliki hubungan istimewa adalah
pembehan PE ‘dari’ ABM Corporation (“ABM?) untuk dijual kembali kepada pihak
ketiga pelanggannya di Indonesia dan pembe an PP dari ABM untuk dijual kembah
kepada PT. ABN di Indonesxa (transakm ini . selanjutnya disebut " “Bisnis
Perdagangan . Permasalahan - dalam sknps1 1ni adalah pencarian data pembandmg

untuk membukt1kan bahwa transak31 yang d;llakukan oleh PT ABC telah sesuai

Analisis dalam pene11t1an ini adalah mendesknpsﬂcan langkah -langkah
pencarian data pembandlng dalam: dokumentas1 -harga transfer yang sesuai dengan
arm’s length principle. dan  membahas © kendala—kendala _yang  dihadapi dalam
pencarian data pembanding tersebut Pendekatan yang d1gunaka.n dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif desknptlf

Hasil dari penelitian ini adalah melakukan 5 faktor kesebandmgan melakukan
pemilihan data eksternal dan internal, melakhkan pemilihan metode harga transfer
dan menerapkannya dalam mencari data pembandmg yang sesuai dengan transaksi

dan kondisi PT ABC berdasarkan peraturan yang berlaku serta OECD TP Guidelines.

Kata kunci:

Data pembanding harga transfer
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ABSTRACT

Name
Study Programe .
Title

] partles, "such as: purchase of PE from ABM
> fo th1rd—party customers m v'dones1a and purchase of PP from ABM to

problem of th1s study is to search for | mparable data to prove that the transactlon
which carned out by PT ABC and it :4‘ ated partles is in line w1th arm s length
prmcrple : 3

The result of thls study is to detenmne ﬁve factors comparablhty, selection of
internal and external- data selection..of transfer pricing method, and apply them in
searching for comparable data in accordance ‘with the. transactlon and condition of PT
ABC based on regulation and OECD TP: Guzdelznes

Keywords :

Comparable data of transfer pricing
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prices are the heart of the economic system (Backman, 1953, 3). Oleh sebab

itu, “price” menjadi sesuatu yang sensitif. Terutama apabila terjadi “transfer price”.

Sebagai dampak dar1 krisi tah/memperketat hukum transfer pricing

untuk menmgkatkan ewaspadaan dan penegak: ‘hukum. " Hal ini terbukti dengan

menmgkatnya keglatan aud1t tra 'sfer rzczng beberap tahun terakh1r terutama di

dalam aplikasi transfer przczng tersebut penyalahgunaan transfer pricing ini dapat

disebut transfer pricing manupulatzon Transfer pricing manipulation menurut
Lorraine eden, merupakan penetapan harga transaksi di atas atau dibawah harga
sebenarnya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk menghindari
peraturan pemerintah atau untuk mengekploitasi perbedaan cross-border, dimana
pada tarif ini menggeser beban usaha ke lokasi dimana mempunyai tarif pajak tinggi

dan menggeser pendapatan ke lokasi dengan tarif pajak rendah, yang bertujuan untuk
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mengurangi secara keselﬁruhan pembayaran pajak penghasilan badan (Eden, 2000,
594).

Para ahli mengakui bahwa transfer pricing dapat memungkinkan perusahaan
untuk menghindari pajak ganda, tapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini
dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan artifisial dari yurisdiksi pajak tinggi

ke suatu yurisdiksi pajak rendah, dengan memaksimalkan beban dalam pendapatan

beropera51 pada negara 1nduk yakm sebagal kantor pusat (headquarter) dan memlhkl

lokasi perusahaan cabang d1 tlga negara atau leb1h Pada umumnya pendman

perusahaan cabang di luar negn d11akukan dengan 1nvestas1 langsung, ya]ml dengan

pembelian PE dari ABM Corporatzon (“ABM”) yang berada di Singapura untuk
dijual kembali kepada pihak ketiga pelanggannya di Indonesia dan pembelian PP dari
ABM untuk dijual kembali kepada PT ABN di Indonesia.

Secara umum, PT ABC dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa

dapat digambarkan oleh skema berikut ini:

Gambar 1.1
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Bisnis Perdagangan (7Trading Business)

Polyethylene

. Po/ypropylene e

PT ABC PT ABN

menjadi pelik, apablla pemenksa melakukan koreks1 terhadap transaksi tersebut.
Pemeriksa akan melakukan challenge atas transaks1 PT ABC dengan perusahaan-
perusahaan lain yang sejenis untuk mehhat kewajaran dan kelaziman usaha, apabila
terjadi perbedaan margin maka pemeriksa akan mengoreksi transaksi yang dilakukan
oleh PT ABC. Padahal, pada kenyataannya perbedaan margin tersebut dapat terjadi

karena terdapat perbedaan yang material dalam hal karakteristik, kondisi,dsb.
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Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli yang tidak
dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau
diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang
seharusnya dikeluarkan atau diterima. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh,
Direktur Jenderal pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan
untuk menghitung besarnya Penghasian Kena Pajak bagi WP yang mempunyai

hubungan istimewa dengan WP 1 innya sesi ai dengan kewajaran dan kelaziman

usaha yang tidak d1 en

ketentuan ini adalah

: :‘-«s-“[ Where] condztzons are, made or zmposed between the two (assoczatea’)
. enterprises in their commercial or financial relat;pns which dzﬁ”er Jrom those
. which would be made between zna’ependent enterprzses then any profits which
“would be made between zndependent enterprises, then any profits which
would but for those condmons ':h e accruea' to one of the enterprzses but by

reason of those cona’ztzo'

length prznczple paragraph
of Artzcle 97 OECD Transfer Przczng Gu delznes for ‘Multinational
Enterprzses and Tax Admznzstratzons) = e

menyatakan bahwa Pr1ns1p Kewajaran dan Kela21man Usaha (drm’s length
principle/ ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam
transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama
atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang
tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau
laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan

istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam
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transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
yang menjadi pembanding.

Langkah pertama untuk menerapkan arm’s length principle adalah melakukan
analisis kesebandingan (Comparability analysis) sebelum Wajib Pajak menentukan
metode penentuan harga transfer (transfer pricing). Comparability analysis menurut

OECD adalah:

“d comparison of .a contro. ‘d..transa jon with an uncontrolled transaction
or transactions.. Controlled and; un ntro led | z‘ransactlons are comparable if
none of the dij erences between the transac ons could materzally affect the
factor bezng examined : .g. price or margin), or if

' elzmmqte the material effects

of any such d }fferences i ( OE CD T ransfer Pricing Gusz ines 201 Q)

yaltu sebuah perbandmgan transak51 terkendah dengan transaks1 yang t1dak
terkendah Transaks1 terkendah dan tldak terkendah dapat dlbandmgkan _]lka tidak

ada perbedaan antara transak51 secara tenal Apabﬂa ada perbe aan secara materlal

examination. It can be ezther a comparable transactzon between one party to
the controlled transactzon and an zndependent parly (“internal comparable”)

or between two independent: parties, neither of which is a party to the
controlled transaction (“external - comparable”)”(OECD TP Guidelines

2010).

Terdapat dua jenis data pembanding dalam melakukan analisis kesebandingan

yaitu data pembanding internal dan eksternal, yaitu:
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1. Data pembanding internal, adalah data harga wajar atau laba wajar dalam
transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang
tidak mempunyai hubungan istimewa.

2. Data pembanding eksternal, adalah data harga wajar atau laba wajar dalam

transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak

yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

przczng, :fa.ktor pembandlng (comparable factors) angat mutlak untuk

perusahaan yang mempunyél hubungan 1st1mewa karena adanya data pembanding
dapat membuktikan kewajaran harga transaks1

Oleh sebab itu, atas dasar latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk
mengkaji lebih lanjut mengenai pencarian data pembanding terkait dengan transfer
pricing dengan melakukan penelitian berjudul “Analisis Pencarian Data Pembanding

Dalam Dokumentasi Transfer Pricing (Studi Kasus Pada PT ABC)”.

1.2 Pokok Permasalahan
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Saat ini DJP makin serius dalam menangani kasus transfer pricing dengan
diterbitkannya No. PER-32/PJ/2011 mengenai perubahan atas peraturan Direktorat
Jenderal Pajak No. Per-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan
kelaziman usaha dalam dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang
mempunyai hubungan istimewa yang didalamnya mengatur mengenai kewajiban

untuk mempersiapkan dokumentasi z‘ransfe “pricing serta hal-hal yang harus terdapat

didalam suatu dokumentas1 transfe prz o]

hubungan 1st1mewa Oleh karena 1tu WaJ' ' aJak harus mempersmpkan data dari

pihak ketiga sebaga1 pembandlng dengan dlsertal alasan alasan
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Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diuraikan

dalam pertanyaan-pertanyaan peneliti adalah sebagai berikut:

1.

1.4 S1gmﬁkans1 Penelltlan -

1.3 Tu]uan Penehtlan

,.V*(ABC telah se’ él dengan arm s Zength prznczple

Bagaimanakah langkah-langkah pencarian data pembanding  terkait
dokumentasi transfer pricing dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses
pencarian data pembanding PT ABC?

Apakah langkah-langkah pencarian data pembanding tersebut telah sesual

dengan arm’s length principl

1.

perpajakan berupa kajlan mengenal,,

pencanan data pembandmg dalam transfer

pricing.
Signifikansi praktis: pene11t1an .1n1 memaparkan data dan fakta serta
menghasilkan sejumlah kesimpulan dan saran seputar pencarian data
pembanding dalam transfer pricing yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak

yaitu DJP, Wajib Pajak, dan Konsultan Pajak.
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1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan ini dalam 6 (enam) bab untuk memudahkan

pembahasan yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

BAB1I

BABII

BAB HI

BAB VI |

BABV

penuhsa.n sknps1 ini.

dlgunakan penehtl

,.;.”perkembangan transfer przczng di Indonesm :

PENDAHULUAN

Pada bab ini digambarkan mengenai latar belakang masalah, pokok

fuan penclitian, _ signifikansi penelitian dan

‘METODE PENELITIANK .

GAMBARAN UMUM T RANSFER PRI CING DI INDONESIA

""'Bab 1m akan membahas mengenal gambaran umum PT ABC dan

ANALISIS PENCARIAN DATA PEMBAN])ING DALAM
DOKUMENTASI T RANSFER PRICING PT ABC

Bab ini membahas seluruh uralan'mengenal informasi dan data yang
telah dikumpulkan terkait dengan transfer pricing atas pencarian data

pembanding PT ABC.
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10

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab penutup ini, peneliti akan mencoba untuk dapat
memberikan simpulan dan saran berdasarkan hasil penelifian sehingga

pertanyaan atau permasalahan penelitian dapat terjawab.
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BAB I1

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, 'ehtl akan membahas mengenai “Analisis

Pencarian Data Pembandmg Dalam Do 1 gn si Transferx prz ng (Studi Kasus Pada
PT ABC)”. Ada beb' apa pene itian yang pe

Menganah31s apakah regula51 dokumenta31 transfer przczng harus mengadopm OECD

Guzdelznes (2) Menganahsls kapan dokumentas1 transfer przczng harus: d1buat 3)

In donesm (5)

Menganah31s perlunya pmalh/sanka khusus atas tldak d1buatnya dokumentas1

selama tidak bertentangan dengan engan gans kebl_]akan DJP maupun perundangan

nasional (2) Agar terhindar da kesulitan dalam pengisian SPT dan sewaktu
pemeriksaan pajak. Wajib Pajak harus secara proaktif membuat dan menyimpan
dokumentasi transfer pricing sejak mempersiapkan transaksi yang terkait dengan
transfer pricing (3) Suatu regulasi yang baik haruslah memberi rasa keadilan dan
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Rasa

keadilan akan diperoleh bila dengan telah dipersyaratkannya Wajib Pajak untuk
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membuat dokumentasi transfer pricing, dan hal ini telah dijalankan dengan baik,
maka yang berkepentingan untuk membuktikan bahwa penetapan harga transfer telah
memenuhi persyaratan harga pasar wajar adalah pihak DJP (4) Regulasi transfer
pricing di Indonesia sebaiknya hanya berisi de minimus rule atau syarat minimal yang

harus ada mengingat keanekaragaman jenis usaha dan transaksi yang terus berubah

dan berkembang cepat dari waktu ke waktu. Agar de minimus rule tersebur dapat

pendukung (2) MenJ elaskan permasalahan yang t1mbu1 dalam pembuatan
dokumentasi transfer pricing. Metode penehtlan yang digunakan dalam analisis ini
adalah metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian adalah (1) Tindakan yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak untuk membuktikan bahwa harga transaksi yang dilakukan dengan pihak yang
mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan harga pasar wajar adalah

membuat suatu dokumentasi fransfer pricing. Pada tahun 2009, dengan adanya
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kewajiban bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang
mempunyai hubungan istimewa untuk mengisi dan melampirkan lampiran khusus
3A, 3A-1 dan 3A-2. Saat ini dengan dikeluarkannya PER-43/PJ/2010 yang
didalamnya mengatur dengan jelas isi dokumentasi yang harus dipersiapkan oleh
Wajib Pajak untuk menunjukkan bahwa harga transaksi yang mereka gunakan untuk
transaksi dengan hubungan istimewa telah sesuai denga harga pasar wajar, semakin

menjelaskan kewajiban Wajib Pajak‘ m mém ersiapkan dokumentasi terkait. Jika

dengan pihak:yang mempunya1 hubungan 1st1mewa telah mementh prms1p

kewa_]aran dan kelamman sehmgga dapat menghlndan tlmbu]n a korek31 pajak yang

7 fging membutuhk;m b1aya yang cukgp bgsar, namun bata minimum

transaksi dengan plhak yang mempunya1 hubungan 1st1mewa sebesar Rp

t lélu kec1l dan dapat

memberatkan Wajlb Pajak dengan beban kepatu.han\secara blaya dan administratif,

yang relatif kecil (2) Pemahaman akan fungs1 dan tata cara pembuatan dokumentasi

transfer pricing yang memadai belum sepenuhnya dipahami oleh Wajib Pajak (3)
Penerbitan PER-43/PJ/2010 telah dianggap telah menyalahi ketentuan yang lebih
tinggi, dimana sebelumnya pada Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2007 Pasal 16
telah disebutkan bahwa mengenai tata pengelolaan mengenai jenis dokumentasi

dan/atau informasi tambahan yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak yang
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melakukan transaksi dengan pihak yang melakukan hubungan istimewa akan diatur

dengan atau menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (KMK), sementara peraturan

yang diterbitkan oleh DJP dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak (PER) tentu

menimbulkan kontradiksi yang dapat membingungkan dan atau akan dapat

merugikan Wajib Pajak.

Berikut dapat dilihat perbedaan-perbedaan antara penelitian yang dilakukan

Penulis dengan peneliti-peneliti

terdahulu:

E fMahars1 Dewanto,

Fem Hannawaty,

Penelitian
B Tes15 Unwersntas - Skrlps1, Universitas
J Indonesia — 2012
Indonesia- 2010 B "
Judul Analisis Pelaksanaan | Analisis Pencarian Data
Penelitiaii. :Atas Dokumentas1 | Dokumentasi Transfer ’ Pembanding Dalam
ik b mn.sfer pricing Studi ,VPrzcmg Di Indonesia™ | Dokumentasi Transfer
- Perbandmgan deﬁgan - | Berdasarkan Per- pricing. (Studl Kasus
':«Negara Lain | 43/PJ/2010- Pada PT ABC)
Tujuan 1. Menganalisis 9 1 Menganahs1s lebih | 1. Untuk menjelaskan
Penelitian . apakah regulas1 o _]elas mengenai e }(ﬁjp'éncari.an
. dokumenta51 lmplementas} data pembanding PT
transfer pricing - pembuatan ABC terkait
harus mengadop81 dokumentas1 .
~OECD Guidelines. transfer P ,vftransak51 yang
2. Menganahsls kapan 1 pricingdari© |  dilakukan dengan
dokumentasi pelaksaan-. pihak yang
transfer pricing _peraturan yang mempunyai

harus dibuat:

3. Menganalisis s1apa |

yang harus
menanggung beban
pembuktian.

4. Menganalisis apa
sebaiknya isi
regulasi tentang
dokumentasi
transfer pricing di

Iz _ Transfer pricing

“berlaku, OECD
Guidelines serta
teori pendukung.

2. Menjelaskan
permasalahan yang
timbul dalam
pembuatan
dokumentasi

hubungan istimewa
dan kendala-kendala
yang dihadapi dalam
proses pencarian
data pembanding
dalam dokumentasi
transfer pricing.

2. Untuk menjelaskan

Analisis pencarian...,
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Indonesia. Transfer pricing. apakah langkah-

5. Menganalisis langkah pencarian
p.erlugya _ data pembanding PT
pinalti/sanksi khusus ABC telah sesuai
atas tidak dibuatnya ,
dokumentasi dengan arm’s length
transfer pricing. principle

Metode Metode penelitian yang | Metode penelitian Metode penelitian yang
Penelitian digunakan adalah s yang:dlgunakan digu:'nak'an adalah
kualitatif

kualitatif

Hasil Penelitian

- trans]‘é} pﬁczng o
| yang sesuai dengan ,
© kondisidam

E . sejak

secara proaktlf

. membuat dan

menyimpan
dokumenta51
transfer przcmg

mempersmpkan
transaksi yang "

1o dllakukan dengan
| pihak yang
_mempunyal -----

~ telah sesuai dengan

hubungan 1st1mewa

"harga pasar wajar

adalah embuat
. suatu dokumentas1

transfer pricing.

2. Dokumentasi

at . Langkah-langkah
pencarian data
_pembanding dalam

okumentas1 transfer
przcmg studl kasus

N perusahaan tradmg
adalah sebagal
[ 'berlkut (1): membuat

 ABC ya1tu

fkaraktenstik barang/
harta berwu_]ud yang
dlpex;]ualbehkan

terkait dengan | transfer p icing analisis fungsi,
- . transfer pricing. - .| sangat diperlukan ketentuan-ketentuan
+3. Suatu regula51 yang 1 oleh Wajib Pajak - dalam kontrak/
baik haruslah * " | dalam membuktikan | perjanjian, keadaan
. “memberirasa - ‘ i}__]ggpada pihak | DJP < ekonomi dan strategi
‘keadilan dan tidak | bahwa harga yang usaha; (ii) melakukan
boleh bertentangan  digunakan dalam = .| pemilihan metode,
dengan’ peraturan- | transaksi dengan TNMM dianggap
perundanganyang plhak yang peneliti sebagai
lebih tinggi. Rasa’ mempunyai metode yang paling
keadilan akan hubungan istimewa tepat untuk menguji
diperoleh bila telah memenuhi transaksi yang
dengan telah dengan | prinsip kewajaran dilakukan oleh PT
telah dan kelaziman, ABC dengan pihak
dipersyaratkannya sehingga dapat terkaitnya; (iii)
Wajib Pajak untuk menghindari Menentukan
membuat timbulnya koreksi pembanding internal
dokumentasi pajak yang masih atau eksternal,

Analisis pencarian...
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transfer pricing.

4. Regulasi transfer
pricing di Indonesia
sebaiknya hanya
berisi de minimus
rule atau syarat
minimal yang harus
ada.

transfer przcmg

‘ "'DJP bahwa harga
'tfansfér telah /

5. Tanpa dokumentasi |

harus dibayar dalam
proses pemeriksaan.

peneliti memilih
menggunakan
pembanding eksternal
karena tidak
tersedianya internal
comparable; (iv)
Menerapkannya
dalam mencari data
pembanding PT ABC.
Kendala-kendala yang
dihadapi dalam proses
pencarian data
embanding adalah

sebagai berikut: data

eksternal yang
tersedia sebagai

: pembandmg di

1 bertibah—ubah laporan

- |, keuangan dan

‘penjelasan yang ada

di database kurang

s lengkap, penehtl
‘| hanya percaya pada
“database.

. Penelitian yang

prmczple

Sumber: Tesxs Mahar51 Dewanto, Tesis ‘Mohammad Ircham Ramadham diolah peneliti

yang dihadapi dalam proses pencarlan-., data pembandmg tersebut serta apakah

pencarian data pembanding tersebut telah acceptable menurut pemeriksa pajak.
Kesamaan yang dimiliki penulis dan kedua peneliti sebelumnya adalah

sama-sama meneliti mengenai transfer pricing khususnya terkait dengan dokumentasi

transfer pricing. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian

sebelumnya meneliti tentang kebijakan dan regulasi transfer pricing terkait
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dokumentasi transfer pricing. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti lebih terfokus
pada pencarian data pembanding dalam dokumentasi transfer pricing atas transaksi
bisnis perdagangan/trading business (studi kasus pada PT ABC) dan menganalisis
kendala-kendala yang dihadapi dalam analisis tersebut serta menganalisis apakah data
pembanding yang sudah dicari tersebut acceptable menurut pemeriksa pajak.

Urutan kerangka berpikir yang digunakan di dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Transaksi Intercompany &% Transfer Pricing

OECD TP Guidelines 2010 Dokumentasi

Transfer Pricing

Arm’s Length:
Principle

\ Internal
.. . Comparables

Comparability .

Analysis

External
~Comparables
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2.2 Tinjauan Literatur

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar untuk mengumpulkan dan menganalisis
data-data penelitian adalah teori-teori berikut dibawah ini:

2.2.1 Konsep Dasar Transfer Pricing

Sebuah harga transfer adalah har a ,yang ditetapkan oleh Wajib Pajak pada

transfer przces for sales and other sales of good andm
‘corporate grup ”(Amold danMcIntyre 2002 55)

: aric - o set traaner przcesthat
differ from market przces ”( ! ld dan McIntyre 2002 56)

Secara komer51a1 harga transfer (transfer przces)‘)adalah harga akuntansi yang
digunakan pada transaksi antar entltas dalam orgamsa51 'yang sama, baik antara divisi,
perusahaan afiliasi dan sejenisnya (David J Quirin, 1985, 132). Selain itu, transfer
prices juga didefinisikan oleh John smullen dalam bukunya transfer pricing for
Jfinancial institutions yaitu ketika suatu unit dalam suatu organisasi menyediakan unit
lain barang atau jasa maka pembayaran atau penerimaan yang dilakukan sehubungan

dengan penyediaan tersebut adalah harga transfer.
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“Where one unit within an organization supplies another unit with gotods or
services the payment or receipt made in relation to that supply is a transfer
price” (Smullen, 2001, 3).

Selain itu Surahmat mendefinisikan transfer pricing sebagai suatu penentuan
harga antar perusahaan dalam satu grup, dimana penentuan harga ini dapat terjadi

dalam rangka transaksi penjug_lan/pcmbeliéﬁ «barang dagangan pemberian jasa,

penggunaan hak pa

harga tersebut pada

perusahaan yang mempunyal hubungan 1st1mewa telah d1dasarkan atas prinsip harga
pasar wajar (Darussalam dan . Septnadl 2008 7) Dalam konteks perdagangan

internasional, McCarten memberikan deﬁms1 transfer pricing sebagai berikut :

“A transfer pricing is the price for the internal sale of good or service in
intrafirm trade, that is, in trade between branches or affiliates of a single
business enterprise located in different countries. ”"(McCarten, 1995, 221)
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Skema transfer pricing dapat dijelaskan dalam skema sederhana berikut ini:
Misalkan A Corporation merupaka sebuah perusahaan manufaktur yang didirikan
dan berkedudukan di negara A menjual barang kepada perusahaan afiliasinya yaitu B
Corporation yang didirikan dan berkedudukan di negara B. A Corporation dapat
mengurangi beban pajaknya yang terutangnya dengan cara melakukan transfer

pricing atas barang yang dijualnya kepada B Corporation Skema transfer pricing

1.
2.

mengalaxm keruglan atau d1 negara B terdapat banyak Zoop hole yang dapat
"‘%i.dunanfaatkan (Darussalam dan Septnadl 2008 8- 9) :
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Skema transfer pricing serupa juga dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.2.1
Skema Transfer Pricing

No Keterangan : Negara D Negara E

(1) | Harga penjualan untuk transfer da
DCo ke Eco

130 65

60

(2) | Biaya produksi Dcp o

3) Peng;;é{sﬂarg ntuk

150

4) Harga Jual retail di Negara E 150
®) 85
(6) . Total penghasﬂan dari D&s dan Eco | _ 90 | 90 :

| (Bans 3y + Baris (5))

(7 Total pendapatan kena pajak dar1
’NegaraD (Baris (3), kolum 1) and
Negara E«(Baris (5), Kolum 2)=

70+85—155

Sumber: Arnold dan McIntyre 2002 57 dlolah oIehpenehtl ;

222 Arm’s Len;gth‘ P hci"" le .

Menurut prinsip harga waJar ‘MNE harus melakukan transaksi yang
dikendalikan dengan harga pasar WaJar ----- Harga pasar wajar adalah harga dimana
perusahaan terkait sepakat melakukan transaksi sebanding di pasar terbuka dengan

transaksi terkendali yang mereka buat.

“According to the arm’s length principle, MNE’s should carry out controlled
transactions at arm’s length prices. The arm’s length price is the price which

Universitas Indonesia

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012




23

the associated enterprises would have agreed if they had made a comparable
transaction on the open market rather than the controlled transaction that was
in fact made.” (Wittendorf, 2010, 6-7)

Ruschelman juga menjelaskan mengenai prinsip kewajaran, yaitu:

“In many instances, no-single arm’s length price exist, but a range of
acceptable prices will apply to most transactions, no adjustment is made if a
transactions between controlled parties: produces economics results that fall
wzthzn a range derzved fro

transactlons this range of
as the arm’s length range”

sesua1 arm ) length Sehmgga transfer przczng documentatzon berfung51 sebagal alat

Pada prinsipnya, yang menjadl prms1p utama semua kebijakan peraturan nasional
terkait transfer pricing adalah arm’s length principlelarm’s length standard (Boos,
2003, 3). Secara teoritis, prinsip harga wajar didasarkan atas (1) transaksi yang sama
(the same transaction), dan (2) dalam kondisi yang sama (same circumstances) yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Namun

demikian, transaksi dan kondisi yang sama seperti tersebut dalam praktiknya jarang

Universitas Indonesia

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



24

atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu dalam aplikasinya, penentuan harga pasar
wajar didasarkan atas (1) transaksi yang dapat diperbandingkan (comparable
transactions), dan (2) dalam kondisi yang dapat diperbandingkan (comparable
circumstances) ketika tidak terdapat transaksi yang benar-benar terjadi.

Dalam membuat suatu dokumentasi fransfer pricing, yang terutama adalah

dapat menunjukkan bahwa nilai yang dlgunakan telah sesuai dengan harga pasar

wajar, sebagaimana disebutkan

transfer przcmg analyszs ana’ documentat ne  not. have to be exhaustive to

'ake a . reasonable
le_ngt};zyg principle”

transfer pricing adalah ketersedlaan data pembanding. Dalam metode

CUP, penentuan harga pasar wajar dilakukan dengan cara
membandingkan antara harga yang diterapkan oleh pihak-pihak yang
mempunyai  hubungan istimewa dalam kondisi yang dapat
diperbandingkan. Metode CUP secara luas dipergunakan pada perusahaan

pertambangan minyak, biji besi, gandum, dan jenis barang lainnya dalam
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pasar komoditi, industri yang tidak tergantung kepada merek dagang atau
label.

Cost plus

Berdasarkan metode cost plus, harga pasar wajar ditentukan dengan
menambahkan margin laba kotor terhadap harga pokok penjualan. Metode

ini diterapkan untuk kondisi seperti berikut (1) barang yang

diperjualbelikan oleh p' '-plhak ',ang mempunya1 hubungan istimewa

. tepat untuk: dlterapkan di

al prof [ yang terd1r1 atas | '

Metode prof 3 splzt dlgunakan ketlka tldak terdapat data yang dapat
d1pebandmgkan Dalam pendekatan metode prof t splzt ini, laba dari

diketahui dengan cara melakukan analisis fungsi atas kegiatan usaha yang
dilakukannya.

Transactional net margin method (TNMM).
Metode ini digunakan untuk menguji kewajaran laba bersih atas transaksi

antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pendekatan
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yang dipergunakan yaitu membandingkan laba bersih tersebut dengan
harga pokok produksi, penjualan, atau aktiva yang dipergunakan untuk
menghasilkan laba bersih tersebut. Setelah didapatkan net margin,
kemudian net margin tersebut diperbandingkan dengan net margin dari
perusahaan sejenis yang melakukan transaksi yang dapat diperbandingkan

dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

um tasian hal-hal yang

punyai hubungan istimewa.

I ernal comparables adalah transaks1 antara Wa_]lb Pajak dengan plhak yang

tidak mempunyal hubungan 1st1mewa yang dapat dlperbandmgkan Contoh internal

harga pasar wajar yang leblh ba1k d1band1ngkan dengan external comparables.

Internal comparables juga pahng tepat untuk m nentukan harga pasar wajar atas
transaksi yang melibatkan mtangzbles dan zntragrup services. External comparables
adalah transaksi antara pihak independen dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai
hubungan istimewa (tidak dilakukan oleh Wajib Pajak).

Jika internal maupun external comparable tidak dapat ditemukan, Wajib Pajak
dapat memakai Transactional Net Margin Method (TNMM) sebagai alternatif
mengidentifikasi comparable. TNMM biasanya dipakai untuk menentukan harga
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pasar wajar bagi perusahaan yang melakukan aktifitas secara rutin. TNMM bertujuan
untuk mengidentifikasi comparable companies, comparable functions, comparable
risk dan comparable assets yang memerlukan penggunaan database. Namun perlu
diingatkan bahwa pemakaian TNMM lebih cenderung menemukan comparable
companies, bukan comparable transaction.

Database publik biasanya menyediakan informasi yang dibutuhkan, Untuk

memperoleh keseragaman dan stand"""‘.hagafana;hcara mencari comparables, maka

harus terdapat hiter)ia,».,yang‘,,sefi' am pul

1.49 sampai dehgan paragraf 1. 51 merekomendas; an penggunaan Multiple-

year data selain karena b_;asanya menyedlakan mforma51 tambahan terhadap

siklus hidup suatu produk, Juga dapat mengurang1 dampak yang timbul dalam

siklus usaha.

Penyaringan comparables tersebut dapat dilakukan melalui tiga macam
penyaringan (screening), yakni (1) database screening (2) quantitative screening, dan

(3) qualitative screening. Dalam setiap fase, perusahaan dikaji untuk menentukan
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apakah mereka sesuai sebagai comparable atau tidak. Lebih lanjut, proses
penyaringan (screening) adalah sebagai berikut:
1. Primary screening: Database screening
Hal ini biasanya dilakukan terhadap:
Kode industri;

a
b. Wilayah geografis;

‘ Pada tahap 1n1 penyarmgan yang dllakukan vb1asanya meliputi penyanngan

_mformas1 keuangan dan'” comparable compaﬁzes yang © ,tens1a1 untuk
‘ menentukan apakah mereka melaporkan data turnover. dan data operatmg prof t
: byang cukup Quantztatzve Screemng' apat. _]uga dllakukan dengan menerapkan
::_:__anallsm f nancial ratzo (ra51c; »dlagno ;) Ras1o dlagnosa merupakan rasio
vvikeuangan yang d1terapkan untuk mengeluarkan perusahaan yalg tidak

memenuh1 kriteria dari daftar Penerapan rasm d1agnosa dapat dllakukan dalam

tiga kelompok

a. Menggunakan statzscal tools (dengan menggun_m an mterval di antara

b. Menggunakan cut-oﬂ crzterza

C. Menggunakan kombmas1 Statzscal tools dan cut—oﬁ’ criteria.

3. Tertiary screening: Qualztatzve screening
Penyaringan ini juga dilakukan untuk mengeluarkan perusahaan yang tidak
dapat dikategorikan sebagai comparable dari daftar berdasarkan informasi
kualitatif yang tersedia. Fase ini biasanya meliputi:
a. Menelaah gambaran usaha perusahaan;

b. Menelaah database kualitatif;
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c. Menelaah homepage perusahaan di internet.
Apabila pencarian comparable melalui database screening sudah menghasilkan

comparable yang andal (memenuhi syarat), maka guantitative screening tidak wajib

dilakukan (dapat langsung menuju qualitative screening).

Secara umum, langkah-langkah dalam comparability analysis adalah sebagai

jangka waktu pembayara -‘_volume penjualan atau pembehan dan jaminan
yang d1ber1kan) } : L L

d. Lingkungan ekonoml (s:épé&i:"‘fib--:g;éoglv‘aﬁ:kompetisi bisnis, permintaan dan
penawaran, regulasi pemerintah, dan produk pengganti);

e. Strategi bisnis yang dijalankan perusahaan (Darussalam dan Septriadi,
2008, 132-150).
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Untuk dua transaksi yang akan diperbandingkan, para pihak harus melakukan
fungsi yang sama (misalnya, penelitian dan pengembangan, desain produk, perakitan,
pemasaran, transportasi, pergudangan) yang sehubungan dengan transaksi dan risiko
yang ditanggung para pihak untuk setiap transaksi harus serupa (Doenberg, 1993,
188).

Langkah-langkah comparability analysis/analisis kesebandingan pada seminar

yang dilakukan oleh DJP mengenai»tmns r pricing adalah sebagai berikut:

1.
2.
danpada kuantltas (proses standar); Secara khusus }
& ;;;.Penggunaan database komer51al lebih memperhatlkan mengenal
‘keandalan ' anahsa dlbandmgkan sumber - 1nfq;1na§1 Iam, _‘ sepertl
- "pembandmg internal. ' e A
’b. “ Penggunaan database komersml tldak menyafankan kuantltas atas kualltas
3.
4,

berganda.

5. Pembanding luar negri. Non-domestic tidak seharusnya ditolak. Oleh karena itu,
analisis apakah pembanding non-domestic cukup dapat dipercaya dijadikan
pembanding berdasarkan kasusnya:

a. Lima faktor kesebandingan, antara lain:
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Karakteristik properti atau layanan. Perbedaan karakteristik spesifik
dari properti atau layanan sering diperhitungkan. Oleh karena itu,
perbandingan ini diperlukan dalam menentukan kesebandingan
transaksi terkendali dan tidak terkendali. Karakteristik yang penting
untuk dipertimbangkan meliputi: (1) dalam hal pengalihan harta

berwujud: fitur fisik dari properti, kualitas dan kehandalan, dan

ketersediaan dan volu; aso can (2) Dalam hal penyediaan layanan:

s1fat dan tlngkat pel f:anan : ) m kasis ropert1 tidak berwujud.

Dalam transak31

antara dua pemsahaan

M:;:;Untuk ity dlperlukén untuk meuahaml struktur dan organisasi

, perusahaan Hal 1m Juga akan relevan ,untuk menentukan hak dan

jawab, ns1k0 dan keun gan yang d1bag1 antara pihak-pihak yang
mempunya1 Hubungan 1st1mewa ’

Keadaan ekonomi. Keadaan/ wilayah geografis, luas pasar, tingkat
persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat
ketersediaan barang atau jasa pengganti.

Keadaan/wilayah geografis dalam lima faktor kesebandingan

dimaksudkan agar pencarian perusahaan yang dapat diperbandingkan
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cukup dibatasi dalam lingkup lokal atau regional (Misal, Far East dan
Central Asia).

5. Strategi usaha. Inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat
diversifikasi barang/jasa, tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-
kebijakan usaha lainnya.

b. Hati-hati mempertimbangkan perbedaan pasar dan standar akuntansi, dan

apakah penyesuaian kesel andmg

~cukup dapat dipercaya untuk dibuat
ketika dlper kan a

8. , Kuraﬂ 1ya pembandmg Kurangny ! mbandmg bukan berart1 bahwa transak51

‘aterkendah dari Wajib Pajak tldak\'wajar (Semma.r on transfer pnczng advance
level, 2011 diolah oleh penel | o
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendeckatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam:penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

diurai. Oleh karena i o

bersifat khusus.

Pendekatan penelitian yang digunakan, berdasarkan pengertian menurut
Creswell, adalah untuk memahami dan menginterpretasi suatu situasi sosial atau
kejadian berupa upaya untuk meminimalisasi beban pajak melalui perencanaan pajak.

Hal ini sesuai dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penulis
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ingin memahami atau meninterpretasi suatu situasi sosial atau fenomena sosial yang
sering dilakukan perusahaan berupa pedoman pencarian data pembanding terkait

dokumentasi transfer pricing.

3.2 Jenis Penelitian

Tujuan utama penelitian kualita if ‘adalah untuk memahami (fo understand)

“descrzptzve research present a plcture of the specific details:of sztuatzon
: soczal settmg, or relatzonsth The outcome ofa descrzptzve study isa detazled

N'euman menjelaskan pene11t1an desknptlf akan membenkan gambaran secara

terpermc1 mengenal situasi, keadaa.n sosml atau hubungan yang memb rlkan hasil

secara lebih terperinci.

Salah satu jenis penelitian desknpuf adalah studi kasus. Studi kasus merupakan
penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu
program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk
memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus

menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.
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Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh
dari wawancara, observasi, dan arsip. Studi kasus dalam penelitian ini digunakan
untuk mengetahui langkah-langkah pencarian data pembanding dalam dokumentasi
transfer pricing dalam menentukan kewajaran atas transaksi oleh pihak terkait telah
sesuai dengan prinsip kewajaran kelaziman usaha.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus adalah karena

penelitian ini merupakan bentuk. stu

eﬂ litian yang bersifat khusus. Sasaran

penelltlan ini bersifat tunggal”' izga11:u d 'tu_)ukan 'kepada:" T ABC.-

m aiahan penelman be asarkan minat dan

data ' embandmg terkalt dokumentas1 tra fer przczng Oleh karena 1tu berdasarkan
st1k di atas, naka penelman 1n1 _llka d111hat darl manfaatnya termasuk

penehtlan murm

33 éthe”lian Strategi Peneliﬁén

pricing dengan pihak yang mempunyal hubungan istimewa, serta depatemen
pemeriksaan khusus di DJP.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan dua model penelitian, yaitu penelitian
kepustakaan (studi literatur) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian
mode] pertama lebih bersifat pelacakan sumber-sumber data pada literatur yang

tersedia dalam buku-buku, jurnal-jurnal, atau artikel-artikel ilmiah. Sementara itu,
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penelitian model kedua lebih banyak berpusat pada penggalian data di lapangan.
Dalam melakukan studi lapangan keterlibatan peneiti hanya sebagai peneliti tanpa
telibat langsung atau disebut sebagai non-participant observer. Non-participant
observer hanya mengamati situasi tanpa mempengaruhi kegiatan dan perilaku yang
diteliti.

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data melalui wawancara

mendalam secara langsung dengaﬁ’"" man dan observasi atau pengamatan.

Informan yang dlmaksud haruslah terkalt ecara langsung terhadap permasalahan

yang diangkat pada penelltian 1m

34 Teknik Peﬁgol:{ilah gl'an‘ Anahsa D?ta 3

Pengolahan dan ana11s1s data bertujuan mengubah data menj ad1 mforma51
Berkaitan' dengan pengolahan data, penehtx akan melakukan beberapa langkah praktis
yang dapat dllakukan pada waktll melakukan anahsls data penelltlan kuahtat1£
L. Pengumpulan data mentah yang "-dllakukan melahu Wawancara observa51

: ,lapangan, ka_uan pustaka

2. Transknp data, yaitu membah catatan ke bentuk tertuhs
3. Pembuatan koding, membaca ulang seluruh data yang sudah d1transknp dan

mengambﬂ kata kunci; ' -

6.  Triangulasi, melakukan check dan recheck antara satu sumber dengan sumber
data lainnya; T e o

7. Penyimpulan akhir, yaitu proses akh1r dari keseluruhan langkah. Kesimpulan
akhir diambil ketika data sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data

baru hanya berarti tumpang tindih (redundant).

Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang

tujuan akhimya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan
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pembangunan suatu teori baru. Secara umum, analisa data berarti suatu pencarian
bentuk-bentuk data perilaku yang berulang, objek-objek atau suatu bentuk ilmu
pengetahuan. Sekali bentuk tersebut dapat diidentifikasi, bentuk tersebut dapat
diinterpretasikan dalam istilah mengenai teori sosial atau kejadian masa lalu atau

bentuk sosial kepada interpretasi yang lebih umum dari makna tersebut.

3.5 Narasumber

dan pemahaman yang ba1k mengenal pe 1 salahan dalam pene11t1an ini. Informan
yang d1p111h harus nexmhkl :mformaS1 y 1g cukup memada1 mengenal gejala atau

fenomena yang terkafc dengan permasalahan yang akan d1te11t1 sehmgga peneliti

dapat : memaham1 ge_]ala atau fenomena yang terjadi yang berkaltan dengan

Permasalahan penehtlan £ R - -
Dalam melakukan wawancara penelltl akan mengajukan pertanyaan kepada

1nf0rman dan melakukan perekaman yang nantmya akan diolah menJ ad1 data tertuhs

sehmgga nantmya penehtl dapat melakukan ana1151s MDalam melakukan wawancara

pene11t1 menetapkan informan yang akan dlwawancarm yang terdiri dan /

1. BKonsultan Pajak, yaitu Bapak Bernadus Bawono Kiristiaji dan Bapak Untoro
sebaga1 staf ahli Danny Darussalam Tax Center dan konsultan pajak PT ABC.

Untuk mengetahm dan- memahaml pencanan data pembandmg terkait

2.  Pihak D1rektorat Jenderal Pajak, yaltu Bapak Herawan Yunendra Dalam hal ini

penulis akan menanyakan masalah pemenksaan dan peraturan pelaksananya,

3. Akademisi, yaitu Bapak Danny Septriadi dan Bapak Wisamodro Jati. Dalam
hal ini penulis akan menanyakan masalah perlakuan perpajakan internasional

atas data pembanding terkait dokumentasi transfer pricing.
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4. PT ABC, yaitu manager PT ABC. Untuk mengetahui secara terperinci
mengenai transaksi yang dilakukan oleh PT ABC dengan pihak yang memiliki

hubungan istimewa.

Selain mengumpulkan data dari wawancara mendalam, peneliti juga
memperoleh data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen peraturan

perpajakan dan dokumen lainnya. Peng

L aaniliteratur untuk dijadikan data sekunder

dalam penelitian. Sumber yaﬁg e" :"sa\ an‘ llteratur yang terkait dengan data

pembanding terkalt dokume asi transfe 1g akan dlkaj'" guna mendapatkan

pemahaman secara teontls

3.6 prsesv"fPené,l,i_tian)_Inforlﬁasi' :

Proses penehtlan ini d1mula1 dengan perumusan masalah an menentukan
metod010g1 -yang akan dllakukan Penehtlan dllanJutkan dengan mempersmpkan
kajlan literatur yang sesuai” dengan perumusan masalah yang ada. Observa51

d11akukan dengan mengumpulkan data mengenal peratura:n yang terkalt dengan data

pembanding terkait dokumentasi transfer przcmg serta menggunakan OECD Transfer

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.
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BAB 1V

GAMBARAN UMUM TRANSFER PRICING DI INDONESIA

4.1 Latar Belakang Perusahaan

1. PT ABC Indonesia

PT ABC adalah perusahaan multmasmnal/multmaszonal corporation
(“MNC”) yang, bergerak d1
polypropylene (PP) d1 Indones1a Q]jala

'dang d1str1bus1 pduk polyethylene (PE) dan

enjalankan keglatan usahanya pada tahun

2011 PT ABC ‘melakukan transaks1 *dengan plhaku_ yang mempunyal hubungan

1st1mewa ’
2. PTABN Indonesia

ABN merupakan anak perusahaan dan ABC grup bergerak d1 bldang
pembuatan .plastik. ABN dldmkan sebaga1 perusahaan penanaman modal dalam
negri. YABN mulai beropera51 pada tahun 1990 - sebagai manufaktur Bz aksial
Berorientasi Polypropylene ("BOPP") Kantor dan Pabrlk ABN terletak di Indonesia.

3. ABM singng‘re iz

ABM Smgapore adalah produsen polyethylene dan polypropylene terbesar di
Asia Tenggara. ABM bergerak di bldang pengoperas1an polypropylene, tanaman
polyethylene, crackers etylene, dan tanaman aromatik. Berbagai jenis produk PE dan

PP yang dihasilkan oleh ABM adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.1 Jenis-Jenis Produk PE dan PP

, Pembungkus sampah dan kantong j jinjing, wadah seperti
bak mandi, ember dan botol :

an filamen untuk kain dan axjpet, komponen untuk
mobil dan peralatan rumah, peralatan elektronik untuk
rumabh, film untuk kemasan dan botol.

ABC grup; diolah qlch perieli'gi

4.2 BlSlllS :ferdaganggp a@gu Trading PT ABC |

Transaks1 yang dllakukan oleh PT ABC kepada plhak yang. mem111k1
hubungan istimewa adalah pembehan PE dan ABM Corporatzon (“ABM”) yang

Indonesia. . " |

Universitas Indonesia

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



41

Gambar 4.2
Transaki Bisnis Perdagangan PT ABC

Pihak ketiga (Domestik)

Pembelian
el Polyethylene

Barang Jadi

A

Pihak terkait
(Domestik)
Polypropylene

N
N

A
o g

Sumber Hasil wawancara dengan PT ABC dlolah oleh peneht1

Prosentase sales revenue yang d1ter1ma oleh PT ABC atas keglatan
usahanya adalah sebagai benkut | o e

a.
b.

Prosentase sales revenue Related Party 1 0"/ (transakm polypropylene)
Prosentase sales revenue Non—Related Party 90/; (transaks1 polyethylene)

karena ABN dapat membeli raw materzal balk ke grup maupun non-group tergantung
pada harga dari polypropylene tersebut. Keputusan ABN untuk membeli ke grup atau
non-group adalah keputusan ABN sendiri.

Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan
pihak yang mempnyai hubungan istimewa/ related party sesuai dengan kewajaran

dan kelaziman usaha, maka diperlukan data pembanding untuk membuktikan
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kewajaran transaksi tersebut. Sehingga, dalam analisis ini peneliti melakukan
penelitian langkah-langkah pencarian data pembanding atas transaksi yang dilakukan
oleh PT ABC.

4.3 Transfer Pricing Dalam Perpajakan Indonesia

Transfer pricing merupa _ klasi’k di bidang perpajakan, terutama

menyangkut transak<1 1ntema51onal yang dllakukan oleh perusahaan multinasional.

Dari sisi pemermta

potensi pajak pene 'nnaan suatu negara karena perusahaan nultmasmnal cenderung

memaksnnalkan keuntungan perusahaan Secara blsms paJ ak, paj jak merupakan beban

yang. mengurangl keuntungan N

Dengan adanya praktlk transfer przczng 1n1 maka perlu untuk melakukan
tmdakan dalam pencegahan dan upaya penanganan kasus yang: terjadl bagi

perusahaan yang melakukan. transfer przczng d1 Indones1a Upaya untuk mencegah
transfer pncmg di Indonesm dapat dllakukan dengan beberapa hal antara lain dengan

peraturan perpa_]akan sudah cukup memadal yaltu dlatur d1 dalam Pasal 18 ayat (3)
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasﬂan sebagalmana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun‘ 2008 dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang menyatakan:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya
penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang
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mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan
kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan
istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak
yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau
metode lainnya.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, maksud diadakannya
ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat

terjadi karena adanya hubungan 1mewa Apabila terdapat hubungan istimewa,
kemungkinan dapat teljadl penghasﬂan,dﬂaporkan kur g dan semestinya ataupun
pembebanan b1aya meleblhl dari yang s*harusnya Dalam hal demlklan Direktur
Jenderal Pa_]ak berwenang untuk mentukan kembah beéarn penghasﬂan dan/atau

b1aya sesu”(' dengan keadaan seandamya i antara par ’Wa_]lb PaJak tersebut tidak

perbandingan antara modal dan utang yang laznn tegadl d1 antara para pihak yang

tidak d1pengaruh1 hubungan 1st1mewa atan ;Eerdasarkan data atau- indikasi lainnya.
Dengan demikian, bunga yang dlbayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap
sebagai penyertaan modal itu tidak dlperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi
pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai
dividen yang dikenai pajak.

Oleh karena itu, PER-32/PJ/2011 membatasi siapa saja yang wajib membuat
transfer pricing documentation. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-32/PJ/2011 dapat disimpulkan bahwa Penentuan Harga Transfer ini
harus diterapkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di
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Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri di luar Indonesia. Lebih lanjut pada Pasal
2 ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan
pihak-pithak yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan Wajib Pajak
Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, maka ketentuan PER-
32/PJ/2011 ini hanya berlaku atas transaksi yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak
yang disebabkan karena:

1. Perlakuan pengenaan PPh Flnal atau tldak Final pada sektor usaha tertentu;

2. Perlakuan pengenaan PaJa ifljuél n atas Bara ng Mewah;‘ atau

3. Transaksi yang dllakuka.n dengan Wajlb Pajak Kontraktor :‘ontrak Kerja Sama

Mlgas

Pasal 3 ayat (1)Nmenegaskan bahwa Wajlb Pajak yang ternasuk dalam kriteria

sebagalmana diatur’ dalam Pasal 2 ayat‘ (1) dan ayat (2) dan mem111k1 hubungan

1st1mewa, Wa_]lb untuk menerapkan PU

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (4) dltegaskan bahwa Wa_]lb Pa]ak telah memenuh1
ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dlkecuahkan untuk menerapkan Pnn81p
Kewajaran dan Kela21man Usaha apablla n11a1 seluruh transak51 tldak meleb1h1 Rp 10

Selam itu, Peraturan Pemerlntah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewa_uban Perpa_]akan Dalam Pasal 10 ayat (2) PP

mempunyaz hubungan zstzmewa dengan Wajzb Pajak kewa]zban menyimpan
dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- meliputi dokumen dan/atau
informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksz yang dilakukan dengan
pihak yang mempunyai hubungan zstzmewa ‘telah sesuai dengan prinsip
kewajaran dan kelaziman usaha.” -

Ketentuan di atas secara tidak langsung telah menginterpretasikan bahwa kewajiban
untuk membuktikan (beban pembuktian) kewajaran transaksi dengan pihak yang

memiliki hubungan istimewa, sekarang terletak di tangan Wajib Pajak.
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Pasal 12 ayat (3) UU KUP mengenai Penetapan dan Ketetapan Pajak, dinyatakan

bahwa:

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang
terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

apablla int texj adi,

dapat mem1cu pemerlksaa:n khusus karena mdlka51 transfer przczng Hal yang perlu

adanya dokumenta51 transfer przczng, ._Wa_ub PaJak dlharapkan dapat memberlkan
pembuktlan kewajaran transaks1 dan kelaznnan usaha pada saat pemerlksaan dengan

Jenderal Paj ak pada Surat Pemberltahuan yang telah dllaporka;n oleh Wa_] ib Pa_] ak dan
tidak menimbulkan sanks1 pexpajakan Pe """""
Pajak apabila masalah transfer przcmg sampa1 ke pengadllan :

Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya
penghasilan dan pengurangan untuk méﬁéhtung besarnya Penghasilan Kena Pajak
pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa. Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan dilakukan
dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan harga wajar atau laba
wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat

memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung

Universitas Indonesia

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



46

penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, maka Direktur Jenderal Pajak
berwenang menetapkan harga wajar atau laba wajar berdasarkan data atau dokumen
lain dan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dinilai tepat oleh
Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1)
Undang-Undang KUP.

Terhadap transaksi transfer pricing terindikasi sebagai tindak pidana di

bidang perpajakan Direktur Jendera‘: PaJak ~berwenang melakukan penyidikan

sebagaimana dlatur dalam Pasal 44 Unda
Direktur Jenderall Pa_]ak berwer , k
adjustment) terhadap penghltungan Penghasﬂan Kena ajak Wa_]lb PaJak sebagai

pe esuaian (correlative

tindak lanJ ut atas suatu penyesualan (przmary aajmstment) yang d11akukan oleh
1. D1rektur 3 enderal Pa]ak atas penghltungan penghasﬂan dan pengurangan yang

¥ WaJ 1b Pa_] ak dalam negcn Indonesw

Pengertlan transfer przcmg dalam Peraturan Dlrektorat Jenderal PaJak No.
PER- 32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dlrektorat J enderal PaJ ak Nomor
Per-43/PJ/2010 tentang Penerapaanv_\

lazunan Usaha Dalam

Slp Kewajaran dan

terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Pada Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal
Pajak tersebut transfer przcmg d1deﬁn151kan sebaga1 benkut "

“Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam
transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.”’

Penentuan harga transfer dalam transaksi Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa untuk adalah untuk mendapatkan harga wajar atau

Universitas Indonesia

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



47

laba wajar. Pengertian harga wajar dan laba wajar menurut ketentuan PER-

32/PJ/2011 diatur dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

“Harga wajar atau Laba wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan
istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan
sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman
Usaha.”

44 Hubungan Istimewa

Pengertian hubungan 1st1mewa dalam Pasal 18 yat (4) UU»No 7 Tahun 1983
terakh1r dengan

tentang Pajak Penghasﬂan sebagalman tela f beberapa,k y dlub
UU No. 36 Tahun 2008 sebaga1 berikut: - n

“Hubungan istimewa sebagazmana dzmaksud pada ayat (3) sqm az"ldengan
ayat (3d), Pasal 9 ayat (]) huruf IA dan Pasal 10 ayat (]) d
_apabila:

_a.~Wajib PaJak mempunyaz penyertaan modal langsung atau tzdak langsung
paling. rendah 25% (dva puluh lima persen) pada Wajib. Pa]ak lain;
hubungan antara Wajib Pajak dengan Ppenyertaan paling rendah 25%
(dua puluh lima persen) pada dua Wajib Fajak atau lebih; atau hubungan
- di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

b;. Wajzb Pajak menguasai: Wa]zb Pajak lamnya atau dua atau lebzh Wajib

“Pajak berada di bawah penguasaan yang sama balk langsung maupun
tidak langsung; atau’
C. terdapat hubungan ke[uarga bazk sedarah maupun semenda dalam garis

keturunan lurus dan/atau ke sampmg Satu derajat e

Hubungan 1st1mewa d1 antara Wajlb Pajak dapat ter_]adl karena ketergantungan
atau keterikatan satu dengan yang lam yang dlsebabkan karena:
1.  Kepemilikan atau penyertaan modal.
Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang
berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara
langsung ataupun tidak langsung.

2. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.
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Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan
melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat
hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di
bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa

perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Oleh karena itu faktor hubungan istimey va' akan menjadi penting dalam menentukan

Perusahaa:n yang melalm satu atau leblh perantara (zm‘ medzarzes)

mengendahkan atau: d1kenda11kan oleh atau berada d1m.bawah pengendahan

bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk holdmg compames

Karyawan kunc1 ya1tu orang—orang yang mempunyal wewenang dan tanggung
jawab untuk merencanakan memmlpm “dan ( mengendahkan kegiatan
perusahaan pelapor yang mehputl anggota dewan komisaris, direksi dan
manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;

Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki
baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan
dalam 3 atau 4, atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas

perusahaan tersebut.
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4.5  Arm’s Length Principle

Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa harus menerapkan arm’s length principle. Dalam arm’s length
principle penetapan harga dan laba transak81 harus sama dan sebanding antara

transaksi dengan pihak-pihak y emlhkl hub gan istimewa dengan pihak-pihak

yang tidak d1pengaruh1 hubungan 1st1mewa S

na dan sebandmg tidaklah dalam arti

sama persis, akan tetapl ter‘“§ \pat batasan—ba "san renta g' yang we ;

Batasan re":z\ ang waja »Amemang tldak diberikan batasa yang past1 tap1 apabila

merujuk pada kete tuan umum seperu yang d1 tetapkan dalam PSAK, batasan wajar
dapat dJartlkan dalam batasan yang tldak materlal (zmmaterzal ztems) Batasan ini
dapat Juga d1art1kan sebagal Jumlah yang tldak s1gn1ﬁkan terhadap kescluruhan
transak51 (Adv1anto 2011) : T

mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksz yang
dzlakukan oleh pzhak pzhak yang tzdak mempunyaz Hubungan zstzmewa

Usaha, sebagai berikut: :

a.  Melakukan Analisis Kesebandmgan H(ialam menentukan pembanding;

b.  Menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;

c.  Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil
Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke
dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang

mempunyai hubungan istimewa; dan
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d.  Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga wajar atau Laba

wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Analisis kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau
Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib

Pajak dengan pihak yang mempunyal hubungan istimewa untuk diperbandingkan

dengan kondisi dalam transaksi yang 11akukan antara plhak-plhak yang tidak

seJems yang tldak dlpengaruhl hubungan istimewa.. Penetapan Transak51 se_]ems

dllakukan dengan memperhatlkan kond151 materlahtas “dan 31gn1ﬁkan Data

F aktor-faktor yang: mempengaruhl kesebandugan ‘menurut - PER-43/PJ/2010
dalam Pasal S'ayat (1) sebagai benkut

“Dalam melaksanakan Analzszs Kesebandzngan sebagazmana dzmaksud dalam

ketentuan-ketentuan dalam kontrak/per]anﬂan
keadaan ekonomi; dan -
strategi usaha.”

b.
c.
d.
e.

Sifat di atas harus dapat dibandingkan secara signifikan untuk mendapatkan

data sebanding. Fungsi masing-masing pihak harus dapat mendeskripsikan apa kaitan
penyerahan antar pihak tersebut, dapat dari rangkaian fungsi produksi sampai

distribusi dan penyediaan jasa. Dalam melakukan penilaian dan analisis atas
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kontrak/perjanjian harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko,
dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, yang meliputi
ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Keadaan Ekonomi yang relevan, seperti keadaan

geografis, luas pasar, tingkat persaingan tingkat permintaan dan penawaran, serta

tlngkat ketersediaan barang atau Jasa penggantl pada transaks1 yang dilakukan antara

( vasi dan pengembangan produ baru tingkat
dlver31ﬁka51 barang/_]asa tmgkat penetras1 pasar dan kebljakan-kebl_]akan usaha
1a1nnya yang terjadl pada plhak-plhak yang mempunya1 hubungan 1st1mewa dan
p1hak-p1hak yang. tidak mempunyai hubungan 1st1mewa ' :

4.6 . Metode Penentuan Harga T ransfer

Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat dlterapakn berdasarkan PER-
32/PJ/2011 adalah f s

1. Metode Perbandmgan Harga antara plhak yang tldak mempunya1 hubungan

harga barang atau jasa dalam transak51 yang dllakukan antara pihak-pihak yang
tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang
sebanding. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga
antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (Comparable
Uncontrolled Price/CUP) antara lain adalah:

a. Barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik

dalam kondisi yang sebanding; atau
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b. Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai
hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan
istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat
dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari

perbedaan kondisi yang timbul.

Metode Harga PenJualan Kembv:\ti;n (Resale Price Method/RPM). Metode

akuk dengan membandmgkan harga dalam

transaksi suatu produk ang dllakukan antara, plhak-plhak yang mempunyai

hubungan lstnnewa vdengan harga Jual k ali produk tersebut setelah

d1kurang1 laba kotor wajar ya:ng men mrmmkan fung51 aset dan ns1k0 atas

penjualan kemba"h produk ters"_‘but kepa _ plhak lain yang t1dak mempunya1
; hubungan 1st1mewa atau penjualan kemball produk yang """ dllakukan dalam

.kond1s1 wajar. Kondlsl yang ‘tepat daiam menerapkan metode harga penJualan
kembah (Resale Price Method/RPM) antara lain adalah

a Tlngkat kesebandlngan yang tlnggl antara transaks1 antara Wajlb Pa_]ak yang

‘: ,tldak mempunyai hubungan 1st1mewa khususnya tmgkat kesebandlngan

j;'berdasarkan hasil anahsls fung51 mesklpun barang atau _]asa yang

Metode Blaya Plus (Cost Plus Method) Metode penentuan harga transfer yang
dilakukan dengan menambahkan tlngkat laba kotor wajar yang diperoleh
perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai
hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan
lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan

istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip

Universitas Indonesia

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



53

kewajaran dan kelaziman usaha. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode

biaya-plus (Cost Plus Method/CPM) antara lain adalah:

a. Barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa;

b. Terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint Jacility
agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply

agreement) antara pihak-pihak yarrg”mempunyai hubungan istimewa; atau

bentuk transalsi adalah penyedian jasa.

Metode Pembaglan Laba (Prof ¢ Splz Method/PSM) Metode penentuan harga

' 1st1mewa dengan menggunakan metode kontnbus1 (contrzbutzon prof t splzt

method) atau metode sisa pembag1an laba (reszdual profit split method)

a. Transaks1 a.ltara plhak-plhak yang mempunya1 hubungan istimewa sangat

terkalt satu sama lam sehmgga tldak dimungklnkan untuk dilakukan kajian
secara terp1sah atau . L

b. Terdapat barang tldak berwujud yang umk aﬁfara pihak-pihak yang
bertransaksi yang menyebabkan ‘kesulitan  dalam menemukan data

pembanding yang tepat.

Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional  Net Margin
Method/TNMM). Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan

membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap
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penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara
pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba
bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang
tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang
diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak
mempunyai hubungan istimewa lalnnya Kondisi yang tepat dalam menerapkan
metode laba bersih transaksmnal ( ansactzonal Net Margin Method/TNMM)

antara lain adalah

a. Salah sati plhak dalam transaksi hubungan istimewa melakukan kontribusi

yang khgsus, atau -

:?";.Keleblhan dan kekurangan setlap metode

Kesesualan metode penentuan harga transfer dengan sifat dasar transak31 antar

: plhak yang mempunya1 hubungan 1st1mewa yang ditentukan berdasarkan

anallsls fu.ngswnal

Ketersed1aan 1nforma51 yang handal (sehubungan idengan transaks1 -antar pihak

yang tldak mempunya1 hubungan 1st1mewa) untuk menerapkan metode yang

d1p1hh dan/atau metode lam ,,,,,, o
Tingkat kesebandmgan antara transak51 antar plhak yang mempunyal hubungan
istimewa dengan transak31 antar plhak yang tldak mempunyai hubungan
istimewa, termasuk kehandalan penyesuaian yang dilakukan untuk

menghilangkan pengaruh yang material dari perbedaan yang ada.

Penerapan metode-metode di atas akan menghasilkan harga atau laba wajar.

Harga atau laba wajar dapat berbentuk harga tunggal (single price) atau dalam bentuk

rentang harga wajar atau laba wajar (arm's length range/ ALR). Rentang harga wajar

Universitas Indonesia

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



55

atau laba wajar dapat terbentuk jika pengujian data pembanding diperoleh dari
banyak data pembanding. Jika yang digunakan adalah rentangan, maka ditentukan
harga wajar atau laba wajar dalam antara kuartil pertama dan ketiga yang harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan;

2. Didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan
harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan,

4.7 Ruang Ling)k' p Tran§ ksi Ter!;ait'Tra;;éfer Prlcmg

Ruang lmgkup transfer przczng ara umum d1 fur dalam Peraturan Dirjen

Pajak. Nomor PER 43/PJ/2010 sebagalmana telah dluba dengan Peraturan Dirjen

Pa_]ak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prm81p Kewa_]ar dan Kelaz1man
Usaha Dalam Transaksi Antara Wa_]lb Pa_]ak Dengan Pihak Yang Mempunyal
1st1mewa Pada Pasal 2 ,ayat (2) Peraturan d1 atas dl_]elaskan sebagal

“Dalam hal Wajzb Pajak melakukan transaksz dengan pzhak pzhak yang
mempunyai Hubungan istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri
atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesza Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini
hanya berlaku untuk transaksz yang dzlakukan oleh Wa]lb Pajak dengan pihak-

tarif pajak yang dzsebabkan antara lazn

a. Perlakuan pengenaan Pa]ak Penghaszlan f nal atau tzdak f nal pada sektor
usaha tertentu;

b. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau

c. Transaksi yang dzlakukan dengan Wajzb Pajak Kontraktor Kontrak Kerja
Sama Migas.”

Pada Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak di atas, dinyatakan bahwa terdapat 2 pihak
yang harus tunduk kepada ketentuan tersebut. Pertama pedoman TP ini berlaku untuk
penentuan harga transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib
Pajak Dalam Negri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar

Negri di luar Indonesia. Hal inilah yang disebut dengan cross border transfer pricing.
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Cross border transfer pricing inilah yang sebenarnya yang menjadi alasan
utama mengapa perlu ada pedoman transfer pricing. Perbedaan tarif pajak Indonesia
dengan negara lain dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
penghindaran pajak (fax avoidance) dengan cara mengatur harga transfer untuk
memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Scbenarnya, transfer pricing antar Wajib Pajak Indonesia tidak perlu

dikhawatirkan karena pada umumn tarif pajak yang berlaku sama saja. Namun

demikian, dalam ka,sus: tertefﬁﬁi ,b'i’sa; ija transfer bpriéz'ng antar Wajib Pajak di
Indonesia dlgunak‘ ] e 5
Oleh karena itu, pada Pasal

: ayat (2) Per turan D1r_;en Pa_]ak tersebut
dinyatakan j Jjuga kondlsl kedua dlman pedoman transfer p j :

untuk transaks m‘antara Wa_ub Pajak yang berhubungan 1st1mewa d1 In‘._ones1a yang

dapat memanfaatkan perbedaan tarif hal ya;ng dlsebutkan d1 atas .........

Apablla dlcermatl perb.e‘c\l‘ an masalah ruang hngkup pedoman transfer pricing
pada PER—43/PJ/2010 dengan PER 32/PJ/2011 adalah bahwa pada PER-43/PJ/2010

tldak membedakan transak51 antara plhak-plhak yang mem111k1 hubungan i

tlmewa
apakah cross border transfer przczng atau transfer przcmg di dalam nege,' ( dengan

demlklan sifat dari perubahan yang dllakukan PER-32/PJ/2011 adalah

mempersemplt ruang 11ngkup kond1s1 yang harus tunduk pada pedoman transfer

pricing. - :?:j Eo 'fzfﬁl

4.8 DokumentaSI dan Pelaporan Transfer Przcmg

Ketentuan umum ‘t“ént»ang‘z;\kewéj'fban pembukuan dan penyimpanan dokumen
perpajakan diatur dalam Pasal 28 'Und:ang-U'ndang Ketentuan Umum dan Tata cara
Perpajakan. Hal ini dipertegas lagi di Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2011

yang menyatakan sebagai berikut:

“Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan
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selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat
tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak
badan.”

Khusus tentang dokumentasi atas transaksi yang dipengaruhi hubungan
istimewa, PP Nomor 74 Tahun 2011 mengaturnya dalam Pasal 10 ayat (2) sebagai
berikut:

“Dalam hal Wajib Pajak ,elakukan transaksz dengan para pihak yang
mempunyai hubungan istimewa: dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan
dokumen lain sebagazmana dima ud pada ayat. (] ) me iputi dokumen dan/atau
informasi tambahan untu i mendukun bahwa Zransaksz yang dilakukan dengan
pihak_yang mempunyazl hubungan istimewa telah sesuaz dengan prinsip
kewajaran dan kelazzman usaha o ST

Sebaga1 ketentuan pelaksanaan PP Nomor 74 Tahun 2011 mendelagas1kan

10 ayat (3) Ketentuan tekms tentang hal ini tela.h dlatur dalam Pearturan D1r_] en PaJ ak
Nomor PER—32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan D1rektur Jenderal Pa_]ak

Nomor Per—43/PJ/:_‘_010 Tentang Penerapa;n Prms1p Kewajaran dan Kelazunan Usaha

Dalam Transak81 Antara Wa_]lb PaJak Dengan Plhak Yang Mempunya1 Hubungan

istimewa. fﬁ. :

data pembanding znternal dan/atau data pembandlng e]csternal serta menyimpan
buku, dasar catatan, atau dokumen Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib Pajak juga wajib mendokumentas1kan langkah-langkah, kajian, dan hasil
kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesebandingan dan menyimpan
buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18 ayat (5) PER-32/PJ/2011 menegaskan bahwa dokumen penentuan
harga wajar atau laba wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-
kurangnya mencakup:
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1. Gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur
kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar
pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha;

2. Kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;

3. Hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan,
hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam

kontrak/perjanjian, dan strate iusaha,

Pembanding yang terplhh - : :

ER 43/PJ/2010 Wa_ub Pajak Wa_u meli;lporkan

lééerdaéaikan ' Pasél 1

transak31 yang dﬂakukannya dengan;;_,__- 1hak—p1hak ‘yang mempunyal A hubungan

1st1mewa dalam SPT Tahunan PPh sesua1 dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. ' '
Dalam SPT Tahunan PPh Badan, Wajlb Pajak yang mermllkl transak51 dengan

p1hak yang mempunya1 hubungan 1st1mewa harus membuat lampiran khusus yaltu

1. Lamp1ran khusus 3A Dalam lamplran 1m Wa_]lb Pajak menglnformaSIkan
p1hak-p1hak mana saja yang memlhkl hubungan istimewa dengan Wa_]lb Pajak,

2, Lamplran khusus 3A-1 Larnplran 1m ber151 mforma31 dalam bentuk cheklist,

dokumentam apa saja yang telah dlbuat Wa_]lb Pajak terka1t transaksi dengan
pihak yang mem111k1 hubungan 1st1mewa |

3. Lampiran khusus 3A- 2. Lamp1ran lm adaiah pernyataan transaksi dengan pihak
yang berkedudukan di negara Tax Haven Country

Pada PER-32/PJ/2011 Pasal 18 menyatakan bahwa:

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan
pelaksanaannya.
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(2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan
Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan istimewa.

(3) Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set
dokumen induk dan satu set lampiran dari dokumen induk.

(4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang
disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung
penggunaan metode penentuan rga”f'vf,ajar atau Laba wajar yang dipilih,
termasuk laporan keuangan yang tersegmentasz

kelazunan usaha pada transaks1 dengan plhak-plhak yang mempbyi"/ ya1 hubungan

1st1mewa o
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BAB YV

ANALISIS PENCARIAN DATA PEMBANDING DALAM DOKUMENTASI
TRANSFER PRICING (STUDI KASUS PADA PT ABC)

Pada bab ini peneliti akan memfokuskan kepada analisis yang dilakukan

pada langkah-langkah pencarian data pembandmg dalam dokumentasi transfer

pricing, terutama 1mplementa31 pada PT : ABC | untuk dapat menerapkan prinsip
kewajaran dan kelazunan usah dalam transak31 antara Waj'b" ajak dengan pihak
ubun Anal omp11as1 antara hasil

i 'multllateral (OECD),

Berlkut adalah pembahasannya secara lengkap

5.1 'v;&halféis Langkah Langkah dan Kendala—Kendala Pencarlan Data
Pembandmg Dalam Dokumentasnz'T ansfer pncmg Pada PT ABC

Langkah langkah pencarlan data pembandmg\terkalt dokumenta51 tramfer przcmg
dan kendala-kendala yang d1hadap1 dalam proses pencarian data pembandmg PT
ABC duangkum oleh pene11t1 pada tabel dlbawah 1ni:

| Tabel S
Rangkuman Langkah—Langkah dan Kendala-Kendala

Pencarlan Data Pembandlng

No | Langkah- Langkah Pencarlan Data ’ Kendala—Kendala Yang Dihadapi

Pembanding Dalam Dokumentas1 i_v.:Dalam Proses Pencarian Data
Transfer Pricing PT ABC “ .| Pembanding PT ABC

1 | Menentukan 5 faktor kesebandingan a. Mempertimbangkan ciri-ciri
yaitu: fisik barang, kualitas barang,

daya tahan barang, tingkat
ketersediaan barang dan jumlah
penawaran barang;

a. Karakteristik barang/ harta berwujud
yang diperjualbelikan; '

b. Analisis fungsi, aset dan risiko;

b. Mengidentifikasi dan
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c. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak

dan perjanjian;
d. Keadaan ekonomi;

e. Strategi usaha.

membandingkan kegiatan
ekonomi yang signifikan dan
tanggung jawab utama yang
diambil oleh pihak-pihak terkait
dengan pihak-pihak yang tidak
terkait;

¢. Menganalisis tingkat tanggung
jawab, risiko dan keuntungan
“setiap kontrak;

Identifikasi kondisi/ keadaan
nomi yang relevan dengan
memperha ikan keadaan

: geograﬁs iuas pasar tmgkat

dilakukan PT ABC dengan
plhak terkal'; da !

Permhhan data eksternal dan data

zm‘ernal

|:a. " Melakukan review, apakah ada
. “internal comparable yang
Ao d1m111k1 oleh PT ABC, apabila
- tldak ada menggunakan
eksternal comparable

Data yang dlgunakan dalam

pgnehtlan inivadalah data

. eksternal yaitu database.

. Masalahnya adalah data dari

" database komersial ini selalu
berubah-ubah karena selalu ada
update perusahaan yang masuk
dan keluar;

c. Diperlukan penelusuran ke
website untuk mengecekdata
pembanding;

Analisis pencarian...,
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d. Hanya percaya pada database,
sehingga tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

Pemilihan metode transfer pricing.

Memilih metode terbaik yang
mempunyai data yang paling akurat,
dengan hasil yang paling handal,
mempertimbangkan penyesuaian
yang material, tingkat penyesuaian

_yang d1per1ukan

Penggunaan database (untu_k ksternal .

comparable)

a. Menggunakan keywords ;
_. polyethylene dan polypropylene

b Pencarla:n berdasarkan Ietak
Wllayah/gcograﬁs yaitu Far East
:and Central Asia;

. C. Independen51 perusahaan yang t1dak

E dxkendahkan dengan perusahaan
laing. )

| d Legal status

[ Mencarl perusahaan yang bergerak :

di bldang trading;

f. Ehmma51 perusahaan yang‘

g. Membaca detall blSl‘llS perusahaan =;5_

h. Menolak pembandmg yang t1dak
memiliki laporan keuangan yang
jelas;

1. Menolak perusahaan yang bangkrut,

merger, dan akusisi.

' Sulltnya mencari produk yang
' pers1s sama dengan PT ABC;

b Kesuhtan dalam memilih
negara-negara yang memiliki
: tmgkat ekonorm harga pasar

v benar-benar zndepena’ent

% Ma51h adanya perusahaan yang
j'év.sudah tidak aktif tetap ada di
daftar database, sehmgga
_diperlukan data perusahaan yang
~ ' masih aktif; hi

e e '}‘Beragamnya fung51 yang

dljalankan perusahaan yaitu
”':';'f»"manufaktur jasa; dsb;

f. Petusahaan frading seharusnya

tidak rugi kecuali dalam kondisi
“tertentu;

g. Penentuan fungsi, aset dan risiko
pembanding yang sama dengan
PT ABC berdasarkan bisnis
perusahaan;

h.  Untuk menghitung harga wajar/
laba wajar harus memiliki
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laporan keuangan yang jelas.
Maka, dalam mencari
pembanding, kendala yang
dihadapi adalah PT ABC harus
memiliki laporan keuangan data
pembanding yang jelas;

i.  Mengidentifikasi perusahaan
pembanding yang bangkrut,

" “merger dan akusisi karena pasti

. akan berbeda dengan PT ABC.

5.1.1. Faktlor-Faktoi"Yang 'M:‘en‘entlvikah Keseba-ndin an

Wajlb Pa_]ak yang...melakukan transak51 dengan plhak-pl_-_ak yang mem111k1
hubungan 1st1mewa Wa_]lb menerapkan prm51p kewa_]aran dan kelaznnan usaha.
Langkah pcrtama dalam menerapkan pnn51p ini adalah melakukan vanal1s1s

kesebandmgan (comparabzlzty analyszs) sebelum Wa_ub Pajak menentukan mgtode

penentuan ‘harga transfer (transfer przcmg) yang tepat Menurut ha il , »wa‘ncara

dengan Bapak Bernardus Bawono Knstiajlﬁmengenal comparabzlzty analyszs”adalah

kut:

sebaga1 be"

«“ Comparabzlzty analyszs is the heart of applzcatzon arm’s length principle.
_ t disitu pada article 9. OECD TP Guidelines
implisitly mencarz perbandmgan --dengan arm’s Zength prznczp

Analisis kesebandmgan adalah__ anahsls yang ...dllakukan oleh Wajib Pajak
atau Direktorat Jenderal Pajak atas ] ,'nd1‘81 dalam transaksi yang dilakukan antara
Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk
diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak
yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dan melakukan identifikasi atas

perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.
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Comparability analysis terkait iransfer pricing dapat ditemukan pada
Chapter 3 OECD TP Guidelines 2010. Dalam chapter tersebut dikatakan bahwa
pembanding digunakan untuk analisis kesebandingan. Menurut Bapak Bernadus

menambahkan bahwa:

“Pada OECD 1995 hanya mengungkapkan mengenai 5 comparability factors,
internal dan eksternal. Sebelum: OECD 2010, analisis kesebandingan tidak
punya chapter sendm Pada OECD 2010;: Comparabzlzty analysis ada di
chapter 3.” . :

1. Karakterlstlk barang / harta Berwujud yang dlperjual bellkan

Dalam memlal dan mcngana1151s karakterlstlk barang, ba1k berwu_]ud

maupun tldak berwujud dan jasa, harus dllakukan anahs1s terhadap Jems barang atau

jasa yang dlpexjualbehkan d1a11hkan, atau dlserahkan baik oleh plhak-plhak yang

mempunya1 hubungan istimewa maupun oleh plhak-plhak yang tldak mempunyal

dan analisis karaktenstlk bara:ng/harta tldak berwu_]ud harus mempertlmbangkan
antara lain jenis transaks1 jenis barangk\, :‘ak berquud yang dlserahkan jangka waktu
dan tingkat perlindungan yang d1ber1kan ‘dan potens1 manfaat yang akan diperoleh
dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut. Untuk jasa, yang harus
dipertimbangkan adalah sifat dan jenis jasa serta cakupan pemberian jasa.

PT ABC membeli dan menjual barang berwujud berupa polyethylene dan
polypropylene yang merupakan intermediate chemicals. PT ABC mempunyai

kualitas barang yang bagus karena barang yang diperjualbelikan dibuat dengan
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teknologi yang tinggi. Barang yang diperjualbelikan oleh PT ABC adalah untuk
membuat macam-macam plastik sebagai ending product, misalnya: plastik binatu,
pembungkus makanan, kertas dan lapisan foil untuk kotak susu, paket makanan
ringan, pembungkus sampah dan kantong jinjing, wadah seperti bak mandi, ember,
dan botol, serat untuk filamen dan karpet, komponen untuk mobil dan peralatan

rumah, peralatan elektronik untuk rumah, dan film untuk kemasan dan botol. PE dan

PP adalah produk turunan dari oil sehmggaﬂ aktuasi harganya sangat tergantung dari
oil. '
Produk PE duual kepada plhak ketlga ,;

seluruhnya kepada p1hakvterka1t sehing\‘j”\ '

a produkx tersebut memJllkl karaktensuk

2. Fungsi- fungs1 utama yang dljalankan oleh suatu perusahaan seperti desain,

3. Jenis aktiva yang dlgunakan atau akan dlgunakan seperti tanah, bangunan,
peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur,

harga pasar, dan lokasi;
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4. Risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak
yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan

risiko keuangan.

Analisis fungsional adalah analisis fungsi, risiko dan aset yang dilakukan
melalui fakta pencarian dengan diskusi atau wawancara dengan personil terkait atau

mengamati data tertulis dan informaSi untuk mengidentifikasi bagaimana fungsi,

risiko dan aset dibagi antara entitas, \yang terliba

perusahaan yang dliaporkan.

plhak yang dJqu dalam melakukan tran ks1 dlu_]l Hal ini Juga dapat d;lgunakan

sebaga1 alat untuk mem1a1 perlu atau t1daknya penyesua1an untuk mendapatkan data

1. :!_Untuk memahaml fung51 yang dllakukan oleh setlap plhak terkaxt blasanya
berhubungan dengan r131k0 yan\ d1tanggung D1 pasar terbuka faktor-faktor ini

2. Untuk mer.nahaml blsms plhak yang dlu_]l Fung "‘;, aset dan risiko yang

dltanggung sangat pentmg dalam memilih transaks1 dan/atau perusahaan yang

sebanding tidak terkendah i
3. Analisis fungsional membantu dalam memlhh metode transfer pricing yang
paling tepat untuk menentukan ‘rentang kewajaran harga/ keuntungan

berdasarkan fakta dan keadaan.

FAR analysis ini adalah hal yang paling penting dalam Comparability analysis,
sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Untoro sebagai Konsultan Pajak dari

Danny Darussalam Tax Center bahwa:
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“..Faktor yang sangat penting dalam Comparability analysis adalah FAR
analysis..”

Oleh karena itu, sebelum melakukan pemilihan metode, peneliti membuat FAR

analisis terlebih dahulu.

A. Fungsi-Fungsi PT ABC e
Fungsi-fungsi yang dﬂakukan oleh PT ABC adalah sebagal cut:

1. Pembellan dan Penjua 'an

PT ABC mem:vl“ﬂq fungs pembehan/procurement /ang: bertanggung]awab

atas neg01sas1 harga dan keg1atan admlmstram lalnnya ‘yang berka1tan dengan

pembelian sepertl purchase order. Selam melakukan pembehan PT ABC juga
melakukan fung51 penjualan. Selaln ltu, berdasarkan hasil wawancara dengan
manager PT ABC, d1katakan bahwa : - |

“PT ABC melakukan pembelzan PE dan PP darz ABM dan kemudzan menjual
ke " pihak ketiga (untuk produk PE) dan ke’ ABN (untuk produk PP) di
Indonesza ”

2. Pemasaran .

Secara umum, pemasaran mehputl keglatan antara lam melakukan riset dan

memngkatkan penJualan perusahaan dan " pangsa pasar membuat re-order dari

pelanggan yang ada, mendapatkan pelanggan baru dan memelihara kuat hubungan
dengan pelanggan yang sudah ada. PT ABC tidak melaksanakan kegiatan pemasaran
pada produk yang dijual kepada pihak terkait, tetapi melakukan kegiatan ini untuk
penjualan ke pelanggan pihak ketiga.

3. Fungsi Manajemen Umum
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PT ABC melakukan fungsi manajemen umum secara mandiri, misalnya
fungsi keuangan dan akuntansi, fungsi sumber daya manusia, fungsi harian

administrasi, dan fungsi teknologi informasi.

B. Risiko-Risiko PT ABC
Risiko adalah faktor bisnis yang dapat menjelaskan kemungkinan kerugian
perusahaan. Berikut ini menjelaskan ns1ko usaha yang terlibat dalam sehubungan

dengan transaksi dlu_]l

1. R1s1ko Pasar - ,
R1s1ko pa ar adalah r131ko yang tlmbul aklbat ketl akpastlan di pasar

termasuk ﬂuktua31 dalam permmtaan pasokan dan harga RlSlkO 1m eijadl ketika

yang meruglkan dari pelanggan atan tldak mampu melayam pelanggan yang
d1targetkan £
“PT ABC menanggung n 'ko pasar yang dlanggap tlnggl dalam mdustn ini.

berﬂuktuaSI setlap saat. Ketlka harga etllen memngkat secara 81gn1ﬁkan melebihi
harga PE, PT ABC akan menderlta keruglan karena menJual produk PE dengan harga

kimia termasuk oleﬁn,_ aroma_;‘zc, plastzc pelarut dan  intermediet

(www.icispricing.com). - g©
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2. Risiko Kredit Macet

Risiko kredit macet terkait dengan potensi kerugian yang berhubungan
dengan tidak tertagihnya piutang tersebut. Untuk penjualan kepada pihak terkait, PT
ABC tidak menanggung risiko kredit macet kepada pihak terkait karena umumnya
pihak terkait membayar faktur pada waktu yang tepat. PT ABC menanggung risiko
kredit macet dalam kaitannya dengan penjualan ke pihak ketiga. Namun, karena
sebagian besar jangka waktu pembayaran diatur atas dasar kas, risiko ini dianggap
kecil.

C. Aset—Aset PT ABC; 1

berwu_]ud karena keglatan yang dllakukan PT ABC hanya sebagal dlstnbutor o

3. ‘==‘Keté1ituan-kétentuan dhﬁlm kdntrzild perjahjian :

dilakukan oleh plhak-plhak yang tldak mempunyal hubungan 1st1mewa yang meliputi
ketentuan tertulis dan tldak tertuhs

Syarat pembayaran untuk penJualan ke plhak terkalt -yang ditetapkan sebesar
30 hari untuk ABN. Untuk penjualan ke plhak ketiga, jangka waktu pembayaran yang
sebagian besar ditetapkan atas dasar kas. Pembeli tertentu diberikan jangka waktu
pembayaran 30 hari. Jika pembayaran dilakukan melalui Letter of Credit ("LC"),
jangka waktu pembayaran ditetapkan pada 90 hari.

4, Keadaan ekonomi
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Dalam melakukan penilaian dan analisis keadaan ekonomi, harus
diidentifikasi kondisi ekonomi yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar,
tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat ketersediaan
barang atau jasa pengganti pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak

yang tidak mempunyai Hubungan istimewa

mempengaruh1 harga produk yang d1transak51kan dalam pasar 1n1

5, .Stréitegi' ﬁsahaf-

Pemlalan dan analisis atas strategl usaha, harus d11akukan antara lam dengan

mengldentlﬁka51 inovasi. dan pengembangan produk baru, tmgkat d1ver51ﬁkas1

barang/_)asa tmgkat penetra51 pasar dan kebl_] aka kebuakan usaha lamnya, yang
terj ad1 ‘pada pihak-pihak yang mempunyal hubungan istimewa dan p1hak-p1hak yang
tidak mempunya1 hubungan 1st1mewa v , s o

Dalam menJalankan usahanya PT ABC ‘melakukan penetra31 pasar.
Penetrasi pasar adalah upaya untuk menmgkatkan penjuala.nya atas produk dan pasar
yang telah. tersedla melalm usaha-usaha ----- pemasaran yaﬁg Lgblh agresif.
(PerreaulyMcCharty, 2008, ) T

Dengan mengetahm 5 faktor kesebandmgan tersebut d1 atas, maka kita dapat
mempertimbangkan metode apa- yang akan d1p111h intuk transaksi yang dilakukan
oleh PT ABC. Tetapi sesungguhnya, langl;ah mana dahulu yang dilakukan dalam
mencari data pembanding tidak baku. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Untoro,
yaitu:

..... Ending dari Comparability analysis itu tersebut kita tahu comparability
tersebut seperti apa, sehingga dapat mempertimbangkan metode apa yang
akan dipilih. Tapi hal itu tidak baku, ada yang bilang Comparability
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5.1.2.Pemilihan Metode Transfer Pricing

OECD TP Guidelines menyatakan bahwa:

“The arm’s length principle does not require the application of more than
one method for given transaction (or set of tramsactions that are
appropriately aggregated following the standard described at paragraph
3. 9) and in fact undue relzarzce on such an approach could create a

best estzmaaan of a arm s lengt
July 201 0, paragraph 2.11) i

harga Wa]ar unb Pajak harus mem111h metode transfer przczng yang‘ menyedlakan

hasil yang palmg dapat dlandalkan dengan mempertlmbangkan kuahtas data yang

tersedia dan tmgkat akuraSI penyesualan 4 ;' ,;-‘,j; R

Dalam penuhhan metode yang palmg tepat terdapat lzmztatzo ' yai

i are ost

Dalam anahsls ini, peneht'" _menggunakan eksternal comparable Data

eksternal yang dapat dlgunakan oleh PT ABC dalam mencari data pembandingnya
adalah database. Hal ini d1dukung dengan pendapat Bapak Bernadus bahwa:

“Apabila melihat dari transaksi yang dilakukan oleh PT ABC, maka
seharusnya PT ABC menggunakan eksternal comparable.”

Universitas Indonesia

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



73

1. Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidak mempunyai
Hubungan istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP)

Berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2010, hasil dari penerapan
metode CUP umumnya akan menjadi ukuran yang paling langsung dan dapat
diandalkan dengan harga ketentuan pasar yang wajar untuk transaksi dikendalikan

jika transaksi tidak terkendali memiliki ﬁérbedaan material dengan transaksi

terkendali yang akan mempengaruhi harg l:atau _]lka ada perbedaan hanya sedikit yang

memiliki efek tertentu dan },ukup dlpastlkan pada harga dan penyesualan yang dapat
dibuat. T .

Metode CUP merupakam_:-, per ndmgan harga élangsung yang mempunya1

transak51 terkendall untuk tu_]uan metode Cup _]lka salah satu dan dua kOl‘ldlSl ini

terpenulu (1) tldak ada perbedaan Qlka ada) antara transak51 yang dlbandmgkan
secara materlal dapat mempengarth harga di pasar terbuka atau ) penyesualan
yang wajar dapat d1lakukan untuk menghﬂangkan efek matenal dari. perbedaan
tersebut. Namun apabila perbedaan matenal antara transaks1 yang dapat dlandalkan
tidak dapat dibuat penyesualan metode CUP umumnya tidak akan membenkan hasil

ketentuan pasar yang wajar yang dapat dlandalkan Faktor perbandmgan tertentu yang

mungkin sangat relevan dengan 1

kualitas, syarat kontrak, kOIldlSl pasaf pasar geograﬁs tanggal transak31 sehubungan
dengan transaksi t1dak berwu_]ud dan r131ko mata uang asmg

Data pembandmg dalam metode CUP dapat d1per01eh melalui dua sumber,
yaitu: (1) Wajib Pajak yang ingin menggunakan metode CUP harus menyiapkan
analisis transaksi yang tidak terkontrol prospektif dan membuat penyesuaian data dan
(2) Dalam menentukan transaksi yang tidak terkendali dapat menggunakan “public

exchanges and quatation media”.

“Comparable data can be obtained from two sources: (1) A tax payer
seeking to use the CUP method should prepare an analysis of prospective
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uncontrolled transactions and make adjustment of the data (2) The IRS may

accept data from “public exchanges and quotation media” in determining

the uncontrolled transactzons " (Feinschreiber, 2002, 14-4)

Banyak faktor yang menentukan kesebandingan transaksi dengan metode
CUP, termasuk yang paling penting produk sejenis. Kesamaan produk dapat
dipastikan dalam dua cara yaitu secara langsung atau dengan menerapkan

penyesuaian yang menjelaskan perbe}daan‘?antara transaksi yang tidak terkendali dan

transaksi yang terkendali.

“Many factors determme the comparabzlzty of tr nsactzons under the CUP
method mcludmg most zmportantly the szmllar préducts Prodiict similarity
can be ascertained. in two ways ,dzrectly or by applyzng adjustments that
account for differences between the ‘uncontrolled transactzons and the
?:.},_controlled transactions.”’ (Femschrelber 2002, 14- 5) )

Menurut Felnschrelber dalam buku T ransfer przczng handbook Wa_]lb PaJ ak

seller. .~

ditransaksikan mem1hk1 karaktenstlk yang 1dent1k dalam kond1s1 yang sebanding;
atau (2) Kondisi transak51 yang dllakukan antara plhak-plhak yang mempunyai
hubungan istimewa dengan plhak-plhak«yang tidak memiliki hubungan istimewa
identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan
penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang

timbul.
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Aplikasi Terhadap Transaksi Trading PT ABC

PT ABC melakukan jual beli produk PE dan PP. Semua produk PE dan PP
dibeli dari ABM. Oleh karena itu, tidak ada metode CUP internal yang ada sebagai
tolak ukur harga produk yang dibeli dari ABM. Pada sisi penjualan, semua produk PE
dijual ke pihak ketiga sedangkan semua produk PP dijual kepada ABN. Oleh karena
itu, tidak ada metode CUP internal untuk pen_r lan PT ABC sebagai tolak ukur

produk PP untuk ABN...

Dengan menggunakan data eksternal tldak ada akses untuk mengetahui data

si yang dapat d1anggap sebandmg dengan pembehan

strategl blsms syarat kontrak dll) yang cukup sebandmg dengan pembehan dan
penjualan yang d1adakan antara PT ABC dan plhak terkait. Selam 1tu sullt untuk

Apabzla PE dan PP ygng dzgunakan oleh PT 4BC dengan ICIS price ada
pembeda baik formula strategy business, geograf 1S, penetrasi pasar,
contractual terms yang menyebabkan adanya pengaruh harga maka harus
dilakukan adjustment, tetapi.apabila adjustment tersebut sulit dilakukan

sehingga CUP tidak bisa digunakan dalam analysis....”

Alasannya adalah PE dan PP adalah commodity product. Hal ini didukung oleh
pendapat Gareth green dalam bukunya Transfer pricing manual yang mengatakan
bahwa:

“Product prices for product traded at the commodity markets may still be
easiest to benchmark from an arm’s length perspective.
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1. May be directly derrived from commodity or future markets
2. May be taken from merchants prices, or
3. Is commonly known in the respectiveindustrial sector” (Gareth, 2008, 28)

PT ABC menggunakan ICIS price dalam penentuan harga. Oleh karena itu,
seharusnya PT ABC dapat menggunakan metode CUP dalam mencari data
pembanding yang sesuai yaitu melalui harga di laporan ICIS. Menurut Bapak Untoro,
ICIS pricing biasanya d1gunakan untuk kawasan Asia Pasific. Apabila kita
menggunakan data ICIS: sebaga1 data ekst rnal k1ta dengan -menggunakan metode

CUP, kita harus mengetahm sumber data ICIS d1amb11 darlmana karena supply dan

demand di setlap negara berbeda Bapak untoro menambahkan bahwa

Kzta harus mengetahuz data ICIS mengambzl data darlmana apabila ia

ambzl data dari China maka akan berbeda karena supp \:_dan demand di
Indonesza berbeda

: f‘fSetelah dllakukan peneht1an dan Wawancara kepada salah satu manager PT

ABC mereka mengatakan »bahwa przcmg polzcy yang mereka Iakukan adalah

karena 1tu kond151 harga ICIS akan berbeda Oleh karena 1tu harus dlperhatlkan pula
diskon dan quantzty barang yang dljual Metode CUP suht dlterapkan dalam transaksi
yang dilakukan oleh PT ABC karena berbagal alasan d1 atas, maka pene11t1 menolak

usaha perdagangan PT" ABC
2. Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM)
OECD TP Guidelines menyatakan bahwa:

“The resale price method begins with the price at which a product that has
been purchased from an associated enterprise is resold to an independent
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enterprise. This price (the resale price) is then reduced by an appropriate
gross margin on this price (the “resale price margin”) representing the
amount out of which the reseller would seek to cover its selling and other
operating expenses and, in the light of the functions performed (taking into
account assets used and risks assumed), make an appropriate profit. What is
left after subtracting the gross margin can be regarded, after adjustment Jor
other costs associated with the purchase of the product (e.g. customs duties),
as an arm’s length price for the original transfer of property between the
associated enterprises...” (OECD TP Guidelines, OECD, July 2010,
paragraph 2.21 )

yang d1capa1 dalam transaks1 terkendah dan tldak terkendah metode RP men_]adl

kura:ng dapat dlandalkan kecuah penyesualan akurat dan dapat dlandalkan dapat
dibuat untuk menjelaskan perbedaan tersebut Metode RP lebih akurat di mana ia

melakukan penjualan dalam Waktu yang smgkat Semakm banyak waktu yang berlalu

terkendali berbeda-beda Oleh karena 1tu dlperlukan penyesualan untuk data yang
dlgunakan dalam menghltung margzn harga Jual kembah untuk memastikan bahwa
gross margin.

Berdasarkan Per-32/PJ/2011, kondisi yang tepat dalam menerapkan metode
harga penjualan kembali (Resale Price Method/RPM) antara lain adalah (1) Tingkat
kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai
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hubungan istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis
fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan (2) Pihak
penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang

atau jasa yang diperjualbelikan.

Aplikasi Terhadap Transaksi Trading PT ABC

Sebagaimana disebutka - di atas, metodem RP umumnya sesuai untuk

pemasaran dan pend1stnbus1an i man: Barang tersebut d1be11 untuk dijual kembali

dan reseller: tldak menambahkan secara substan51al mlal produk 'dengan mengubah

fisik produk Menurut Bapak Wlsamo 103at1 sebaga1 akademis1

Untuk Untuk tradzng, saya akan cenderung memzlzh “Resale Price
'.Method dan - TNMM. Apabila kita menggunakan RPM akan - sangat
- terpengaruh pada struktur dari COGS; Misalkan depresiasi, mzsalkan yang
f'vi,,satu masukin ke COGS yang satu lagz ke opex sehmgga tidak ke cover. Oleh
' karena ity akan berbeda

Namun, untuk menerapkan metode 1n1 metode RP membutuhkan perbandmgan
tingkat tinggi fungsmnal r1s1ko aset dan kon51stens1 akuntans_; antara PT ABC dan
perusahaan independen yang sebandmg karena struktur COGS setiap perusahaan
berbeda, apalagi data yang dlgunakan oleh penelm dalam analisis ini adalah eksternal
data dimana peneliti tidak mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi masing-
masing perusahaan. Informasi yang akurat dan dapat diandalkan sebanding ini tidak
tersedia sehingga penggunaan metode RP mungkin tidak menghasilkan hasil yang

dapat diandalkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti menolak metode RP

Universitas Indonesia

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



79

sebagai metode yang paling tepat untuk menguji sifat kewajaran dari usaha

perdagangan PT ABC.

3. Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method)

OECD TP Guidelines menyatakan bahwa

“The cost plus method begi wzth the costs Jdncurred by the supplier of
properly (or servzces) zn}ia contre tra actzon fofp operty transferred or

d at after

. addzng the cost plus Mark\up s he' above costs may be regarded as an arm’s
f the orzgmal controlled trdrzsacnon ”( OECD TP Guzdelznes

length przce

ind b1asanya akan d1terapkan dar_l prospektlf penyedla Iayanan Serupa dengan metode

cur dan _metode. RP metode CP memerlukan tmgkat tinggi pe a:ndmgan antara
transaks1 terkendah dan tidak terkendah yang sedang dlpertlmbangkan Namun
metode CP membutuhkan perbandmgan "fungsmnal" yang lebih besar daripada

perbandmgan produk Ketlka menerapkanv H,ymetode CP, pentmg untuk

mempertunbangkan perbedaan dalat Mv;tmgkat dan _]ems pengeluaran yaitu operas1onal

dibandingkan. Selain 1tu kons1stens1 akuntan31 transaks1 antara terkendali dan tidak

terkendali juga mempengaruhi perbandmgan menurut metode CP. Jika ada perbedaan
praktik akuntansi antara transaksi terkendali dan tidak terkendali, penyesuaian yang
diperlukan harus dilakukan untuk data yang digunakan untuk memastikan bahwa
jenis yang sama dari biaya yang digunakan dalam setiap kasus untuk memastikan
konsistensi.

Berdasarkan Per-32/PJ/2011, kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode
Biaya-Plus (Cost Plus Method) antara lain adalah (1) Barang setengah jadi dijual
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kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (2) Terdapat
kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau
kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-
pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau bentuk transaksi adalah penyediaan

jasa.

transaks1 adalah penyediaan jasa. Hal ini t1dak terj ad1 terhadap pémbehan PT ABC
atas produk PE dan PP (produk _]adl) untuk d1_|ua1 kembah di Indonesm ’

Metode CP membutuhkan perbandmgan "fungsmnal" (fungs1 nsﬂ(o dan
aset) yang leblh besar antara transaks1 terkendah dan tldak terkendah Informa51 yang
akurat dan dapat dlandalka.n yang sebandmg ini: tldak tersedla dan karena itu,
penggunaan metode CP mungkm tldak menghasﬂkan hasil yang dapat dlandalkan
Berdasarkan alasan di atas, metode CP telah d1tolak sebaga1 metode yang pahng tepat

untuk mengup sifat kewaj aran dan usaha perdagangan PT ABC e

OECD TP Guidelines menyatakan bahwa R

..... The transactional profit split method first identifies the profits to be split
Jor the associated enterprises from the controlled transactions in which the
associated enterprises are engaged (the “combined profits”). References to
“profits” should be taken as applying equally to losses...It then splits those
combined profits between the associated enterprises on an economically
valid basis that approximates the division of profits that would have been
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anticipated and reflected in an agreement made at arm’s length.” (OECD
TP Guidelines, OECD, July 2010, paragraph 2.108)

Metode pembagian laba (profit split method) atau metode PSM adalah
metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (tramsactional profit
method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi
yang akan dibagi oleh pihak-pihak yan mempunya1 hubungan istimewa tersebut

dengan menggunakan dasar yang dapat dltenma secara ekonomi yang memberikan

) empunyal hubungan 1stu:newa

metode ,giﬁpembaglan laba (prof t split

satu sama lam sehmgga tidak dlmungkmkan untuk dllakukan kauan secara terp1sah

atau (2) Terdapat 'barang tidak- berwujud yang unik antara plhak—plhak yang

beﬂ:ransakm yang menyebabkan kesuhtan dalam menemukan data pembandmg yang

tepat

Aplikasiti‘arhadap Transaksi TradmgPTABC

Fung51 yang dﬂakukan oleh PT ABC dan plhak terka1t terplsah satu sama

paling tepat untuk mengu_u kewaj aran 31fat usaha perdagangan PT ABC.

5. Metode Laba Bersih Tran'saksional (Transactional Net Margin
Method/TNMM)

OECD TP Guidelines menyatakan bahwa:
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“The transaction net margin method examines the net profit margin relative
to an appropriate base (e.g. costs, sales, assets) that a taxpayer realizes
from a controlled transaction (or transactions that are appropriate to
aggregate.....”( OECD TP Guidelines, OECD, July 2010, paragraph 2.58)

Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method) atau
disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan
membandingkan prosentase laba bersih, opera51 terhadap biaya, terhadap penjualan,

terhadap aktiva, atau terhadap dasar_ £}

ya 5 atas tra.nsaks1 antara pihak-pihak yang

mempunyai hubungan{_lsnmewa den an p{' ‘ ntase laba ber51h 01: erasi yang diperoleh

atas transaks1 sebandmg denganv, plhak lain yang t1dak mempunyal hubungan

istimewa atau prosentase 1aba ber ]

operas1 yang dlperoleh atas transak31 sebanding

adalah | ...1‘)vaalah satu plhak dalamv;t.ransaks1 hubungan 1st1mewa melakukan kontrlbus1

yang khusus atau (2) ‘Salah satu p1hak dalam transak51 hubungan 1st1mewa

sama lam

Metode TNMM b1asanya dlgunakan _uka t1dak ada kondisi yang cocok yang

1a1nnya tidak dapat dlgunakan
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Aplikasi Terhadap Transaksi Trading PT ABC

Karena informasi yang dapat dipercaya dari perusahaan yang secara
fungsional sebanding dengan PT ABC tersedia untuk umum di mana metode TNMM
yang dipercaya bisa diterapkan, metode TNMM dipilih peneliti sebagai metode yang
paling tepat untuk menguji pembelian dan penjualan antar perusahaan PT ABC di

dalam wusaha perdagangan Metod TNMM 1eb1h toleran terhadap perbedaan

32/PJ /2011 serta telah mempertlmbangkan penerapan setiap metode’ untuk transaks1
diuji. Berdasarkan analisis penehtl penelltlvpercay bahwa TNMM adalah metode

yang palmg tepat untuk mengu_u 51fat kewaj aran"pembehan antar perusahaan PT ABC

dan penjualan dalam blsms usaha perdagangan Metode TNMM mengevaluasi

apakah Jumlah yang dlbebankan dalam transaksi’ yang terkendall ‘adalah wajar
berdasarkan langkah-langkah tuJuan proﬁtablhtas (tmgkat keuntungan indikator/
profit level indicator) yang berasal darl Wa]lb PaJak yang tidak terkendali (pihak

sebanding) yang melakukan kegiatan usaha sejenis dalam kondisi yang sama.

5.1.3. Comparable Analysis/Analisis Kesebandingan

Secara garis besar persyaratan pemilihan data pembanding menutut OECD
TP Guidelines 2010, yaitu:
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“none of the differences (if any) between thesituations being compared could
materially affect the condition being examined in the methodology (e.g. price or
margin), or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the
effect of any such differences. (OECD TP Guidelines paragraf 1.33).

Selain itu, OECD TP Guidelines paragraf 1.33 menjelaskan bahwa:

"Application of the arm s length p nczple is_generally based ona comparzson
of the condztzons inacon ‘ ]

: OECD T P Guzdelmes 20] 0 Chapter 3,
terdapat 9. typzcal process yang dllakukan dalam anahsls kesebandmgan yaltu

1. . Determznatzon of years to be: covered

2. Broad based analyszs of the tax . er s czrcumstances |

3.
| ( '}t‘here rzeeded) the most approprzate transfer przcmg method to the
czrcumstances of the case, the f nanczal mdzcator that will be tested (in the
case of a transactzonal prof t method) and to zdem‘zﬁz the significant

4.
Determination of avazlable sources of mformatzon on external comparables
where such external comparables are needed taking into account their
relative reliability;

6. Selection of the most appropriate transfer pricing method and, depending on

the method, determination of the relevant financial indicator (e.g.
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determination of the relevant net profit indicator in case of a transactional
net margin method);

7. Identification of potential comparables: determining the keycharacteristics
to be met by any uncontrolled transaction in order to be regarded as
potentially comparable, based on the relevant factors identified in Step 3

and in accordance with the comparability factors set forth at paragraphs

1.38-1.63; ‘
8. Determination. o_f and mala g compar bzlzty adjustments where appropriate;
0. Interpretatzon” nd use o data collected determznatzon of the arm’s length

remuneratzon '

Sepertl yang telah dls1mpulkan sebelumnya TNMM adalah metode yang
d1p111h penehtl sebaga1 metode yang pahng tepat untuk mengujl 51fat kewa_;aran

Dalam membuat transfer przcmg study sebagalmana dlwa_]lbkan oleh

peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,:. apablla data

Mencari data Pembandmg eksternal bukanlah hal mudah tergantung data jenis apa

yang ingin didapatkan dan apakah data dar1 perusahaan yang memang sebanding dari
segi ukuran, umur perusahaan, dan seterusnya membahas masalah ini tentunya kita
berbicara mengenai comparable analysis. Menurut Bapak Danny Septriadi mengenai

pembanding dalam analisis transfer pricing adalah sebagai berikut:

“Pembanding dalam analisis TP dapat berupa pembanding internal (ketika
perusahaan melakukan transaksi yang sebanding dengan pihak ketiga), atau
pembanding eksternal (data dari luar perusahaan, contohnya : data market /
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database perusahaan). Pemilihan pembanding itu terkait erat dengan
strength and weaknesses dari metode yang dipilih, penekanan faktor
kesebandingan tiap-tiap metode, keberadaan data pembanding yang
reliable, dan penyesuaian (adjustment) yang handal jika terdapat perbedaan

Jaktor kesebandingan yang dapat mempengaruhi secara material terhadap

2

harga / laba controlled transactions.

OECD menganut dua pendekatan yaitu additive approach dan deductive

approach yang dljelaskan pada pamgraph 3 4 an» 3 42 OECD TP Guidelines 2010.

1.

“In practzcal competztor dapat dzre]ec ,dz‘ datab e karena zndependent
syndzcator sehmgga setelah dzlakukan searcmng crtterza ‘competztor PT

dalam w11ayah ini mermhkl tmgkat ekonoml harga pasar, kultur/budaya, dan

sebagainya yang memungkmkan :g}c:mpengaruhl pemilihan pembanding. Hal
ini didukung oleh Marc and Steven dalam bukunya Transfer Pricing: Rules,

Compliance, and Controversy, menyatakan bahwa:

“Uncontrolled comparables ordinarily should be derived from the
geographic market in which the controlled tax payer operates, because
there may be significant differences in economic, conditions in different
market” (Marc and Steven, 2010, p.55)

Universitas Indonesia

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



87

Data laporan keuangan dari pihak eksternal, dalam hal ini pihak yang
menyediakan jasa dalam mengumpulkan semua informasi yang berkaitan
dengan laporan keuangan perusahaan yang ada dibelahan dunia. Salah
satunya yang disebutkan sebelumnya yaitu “Far East and Central Asia”.
Dalam mencari data pembanding eksternal, sebaiknya menggunakan
database komersial.

Hal ini didukun_gﬁgl‘e,h OECD TP Guidé{ ne 2010 .Chapter Il paragraph 3.29

various sources of mformatzon that can be used to identify
xternal comparables This Sub-sectzo dzscusses partzcular

x dlpersempit berdasarkan beberapa krlterla yang ber51fat sistematis. Kntena-

kntena tersebut d1_] abarkan sebagal benkut

bahwa

Hie

“kita gak bisa memban ingkan perusakaan trading di bidang
chemical tzdak ‘mungkin " dibandingkan dengan trading di
bidang farmasi atau elektronik karena margin nya pasti beda.
Sebisa mungkin ‘mencari pembanding dengan produk yang
sama atau sejenis...”

Dalam kasus PT ABC, peneliti menyarankan untuk mencari data
pembanding sesuai dengan produk barang yang diperjualbelikan

oleh PT ABC yaitu polyethylene dan polypropylene.
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e Berdasarkan Region/ wilayah untuk mempersempit karena mungkin
banyak perusahaan-perusahaan yang dapat dijadikan pembanding.
Diluar wilayah yang ditentukan makan akan dieliminasi dalam
pencarian data pembanding.

e Independensi dari satu perusahaan, perusahaan yang akan dicari

sebagai pembanding haruslah perusahaan yang tidak dikendalikan oleh

mehhat’kepemlhkan sahani.

.Legal status D ammencan ata pembandi

b. Manual revzew

"‘"fManual review adalah proses ellmma51 yang dllakukan secara manual
dengan membaca secara detall‘ eskr1ps1 blSI]lS perusahaan, 1dent1ﬁkas1
tmgkat laba rugl perusahaan ketersedlaan mforma51 keuangan ﬁlng51 yang

~ dilakukan perusahaan pembandmg, _]CI]JS produk yang d1per_1ua ehkan dan

""sebagalnya yang dapat duadﬂcan a untuk menerima ataupun menolak

perusahaan tersebut sebagal pe
adalah sebagai’l benkut

mbandlng angkah—langkah manual review

o Apablla tahun yang ‘1u11,_»j adalah tahun 2011 Maka eliminasi

perusahaan yang mengalam1 keruglan ‘dalam tahun paJak 2009-2011.

Alasannya adalah pei’usahaan yang bergerak di bidang trading
seharusnya memperoleh margm dalam menjalankan bisnisnya. Namun
demikian, mungkin ada beberapa kond1s1 perusahaan trading tersebut
mengalami kondisi rugi. Seperti yang dikatakan oleh konsultan pajak
PT ABC, yaitu:

“secara best practice perusahaan yang mengalami kerugian
satu tahun pada masa yang diuji yaitu tahun 2009-2011
masih  dianggap wajar dan dapat dijadikan sebagai
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comparable, tetapi tidak ada perusahaan yang mengalami
kerugian lebih dari 1 tahun untuk perusahaan trading”

Hal ini didukung oleh OECD TP Guidelines 2010 paragraph 3.64
yaitu:

“An independent enterprise would not continue loss-generating
activities unless it had reasonable expectations of future profits. See
paragraphs 1.70 to 1.72.:Simple or low risk functions in particular
are not expected to gen e losses for a long period of time. This
does not mean  howeve king transactions can never be
comparable In genera . all relevant mformatzon should be used and
there shoild not be any overrzdzng rule on the inclusion or exclusion

of '.of loss- makmg comparables.; Indeed it is the facts and
i ;c_zrcumstances surroundzng company in questzon that should
N determme zts status as a comparable, ot its ﬁnanczal sult.”

o Membaca deta11 blsms dari perusahaan yang akan d1]ad1kan

afy‘pembandmg Jlka secara ﬁmg51 aset dan risiko tidak sama dengan PT

ABC maka akan dellmmas1» -

. Menolak perusahaE kmemlhkl mformam bisnis _
. Menolak pembandmg yang tidak memlhkl laporan keuangan yang

“jelas

satu Pasal anti penghindaran pajak (antz tax avoidance rule). Ketentuan tersebut

menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali
besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan
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kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan
menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen
(comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale
price method), metode biaya-plus (cost-plus method), metode pembagian laba (profit
split method), dan TNMM (Transactional Net Margin Method).

PT ABC dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa harus menerap arm 's:. length principle. Dalam prinsip

kewajaran dan kelazunan usaha P Mﬁetapan harga dan’ 1aba transaksi haruslah sama

dan sebanding antara transaks1 .d gan plhak-plhak yang" memiliki hubungan

telah sesua1 dengan arm’s length prmczple menurut OECD TP Guzdelmes dan
peraturan yang berlaku Hal ini dldukung dalam Peraturan D1rektorat J enderal Pa_] ak

a. Melakukan analisis kesebandmgan dalam menentukan pembandmg

Penehn telah membandmgkan kODdlSl dalam transaks1 yang d11akukan oleh PT

ABC dengan p1hak yang mempu"i\ .a1'l hubungan 1st1mewa untuk

atas perbedaan kOIldlSl dalam kedua Jems transaks1 dlmaksud Analisis
kesebandingan yang dllakukan oleh penehtl dengan memperhatikan
karakteristik barang/harta berquud--- yang d1per_]ualbehkan analisis fungsi,
ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, keadaan ekonomi, dan strategi
usaha. Dalam langkah ini peneliti juga menentukan data pembanding yang
digunakan berupa data pembanding eksternal karena tidak ada data pembanding
internal yang dimiliki oleh PT ABC.

b.  Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat.
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Analisis penelitian ini telah mempertimbangkan setiap metode yang akan
digunakan dalam analisis. Metode-metode yang dipilih dan diterima dalam
analisis ini disertai dengan alasan-alasan yang kuat. TNMM adalah metode
yang dipilih peneliti dalam menganalisis transaksi yang dilakukan oleh PT
ABC karena metode tersebut adalah metode yang appropriate dalam transaksi
yang dilakukan oleh PT ABC.

¢.  Menerapkan prinsip kewajaran dan kelamman usaha berdasarkan hasil analisis

kesebandlngan dan metode penen an harg Transfer yang tepat ke dalam

transaks1 yang dilakukan antara Wajlb Pajakﬁ., engan plhak yang mempunyai

mem1hk1 tlngkat ekonoml harga pasar dan kultur/budaya yang sama dengan PT
ABC dan mencan perusahaan yang mem111k1 fung31 aset dan ns1ko yang sama
dengan PT ABC. ' ' - '

d. vii?.Mendokumentamkan setlap langkah dalam menentukan harga Wajar atau laba

Wa_] ar.sesuai dengan ketentuan perundang—undangan perpajakan yang berlaku

Selain itu, analisis penehtlan ini _]uga d1dukung oleh pendapat pemeriksa pajak yaitu

Kepala Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup yang bernama Bapak Herawan
Yunendra, yang mengatakan bahwa secara umum hasil penelitian yang dilakukan

oleh peneliti sesuai menurut arm’s length principle.
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BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dllakuan peneliti, maka peneliti berhasil
menyimpulkan hasil penehtlan sebagal berlkut -
1.

strateg1 usaha (2) melakukan pem111han metode, metode TNMM dlanggap

peneht1 sebaga1 metode yang pahng tepat untuk mengu_]l transak51 yang
dllakukan oleh PT ABC dengan ABM dan ABN (3) Menentukan
pembandmg znternal atau eksternal penehtl memilih menggunakan
'Melakukan anahsls kesebandmgan yaltu menentukan wﬂayah geografis,
data- ek.s‘ternal yang dljadlkan pembandmg harus mem11k1 ketersediaan

data mengenal laporan keuangan dan melakukan pencarian dengan

menggunakan database

b. Kendala-kendala yang dihada};\iwdalam proses pencarian data pembanding
adalah data eksternal yang tersedia sebagai pembanding di database
sering berubah-ubah, laporan keuangan dan penjelasan yang ada di
database kurang lengkap, peneliti hanya percaya pada database karena

tidak bisa memeriksa apakah data pada database tersebut valid.
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2. Langkah-langkah pencarian data pembanding telah sesuai dengan arm’s
length principle sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku di Indonesia
terutama PER-32/PJ/2011 mengenai penerapan prinsip kewajaran dan
kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang

mempunyai hubungan istimewa

6.2 Saran

Sesuai dengan hasil kesimpulz as, maka pe 11t1 mgm membenkan saran yang

diharapkan dapat me 1 A,dalam langkah langkah» pencanan data

pembandmgjdalam dokamentasi ti'.t"r‘zksfe ici

pencanan data pembandmg,
v (1) Wa_]lb Pajak melakukan FAR an‘”_dyszs terleblh dahulu untuk mengetahul
f ﬁmgs1 aset:dan ns1ko yang dltanggung oleh plhak yang d1u31 dan (2) Apablla
‘- tersedla, Wa_]lb Pa_] ak sebalknya menggunakan data pembandmg znternal Yang

| ‘akses data karena database yang d1akses selalu melakukan update

2. Dalam mencari data pembandmg harus berpedoman pada arm s length

menyarankan - dalam menentukan harga pasar waJar Wa_]lb Pajak dapat

menggunakan salah satu metode penentuan harga pasar wajar yang paling
cocok dengan kondisi dan transaksi Wa_]lb Pajak vyaitu Comparable
Uncontrolled Price, Cost Plus, Resale Price, Profit split dan TNMM.
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Lampiran 1

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 1

Narasumber : Danny Septriadi
Jabatan : Akademisi

Tempat : Melalui Email
Hari/ Tanggal : Kamis, 24 Mei 2012
Waktu : Pukul 13.10 WIB

1. Bagaimanakah langkah-], ; data pembanding terkait
dokumentasi trafis e

elines paragraf 1.33 - 1.63

3. Dalam pencarian data pembanding, mohon sebutkan alasan-alasan apa saja
yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tereliminasi menjadi comparable
companies dalam pencarian data pembanding?

Secara garis besar persyaratan pemilihan data pembanding : none of the
differences (if any) between thesituations being compared could materially
affect the condition being examined in the methodology (e.g. price or

margin), or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate
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the effect of any such differences. (lihat OECD TP guidelines paragraf
1.33). Selain itu lihat strength and weaknesses dari metode yang dipilih,

penekanan faktor kesebandingan tiap-tiap metode.

Apakah ada kriteria tertentu dalam pencarian data pembanding terkait
dokumentasi transfer pricing? Mohon jelaskan?
Lihat jawaban di atas, setiap metode analisis TP mempunyai penekanan di

- faktor-faktor kesebandingan dan setiap metode mempunyai

idual Profit-

n yang mengandung
intangible yang unik dif i embanding yang serupa, maka
kita mencari pembanding atas fungsi rutin nya terlebih dahulu (routine
manufacturing & distribution function), baru kita fokus ke pencarian

pembanding untuk membagikan residual profitnya.
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Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 2
Narasumber : Manager PT ABC

Jabatan : Manager

Tempat : Kantor PT ABC
Hari/ Tanggal : Jumat, 16 Maret 2012
Waktu : Pukul 15.00 WIB

1. Jelaskan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT ABC?
PT ABC adalah perusahaan multinasional yang bergerak dibidang distribusi
produk polyethylene (PE) IyDrop:

membeli PP tidak hanya ke ABC tetapi juga ke pihak ketiga lainnya. Jadi
tergantung siapa yang harga penjualannya lebih menguntungkan bagi ABN.

5. Fungsi, aset dan resiko apa saja yang ditanggung oleh PT ABC?
Untuk fungsi, kita memiliki bagian procurement untuk negosiasi harga;
sales, marketing untuk melakukan riset pasar dan strategi pasar, promosi
iklan-iklan, mencari pelanggan; dan manajemen secara umum untuk
finance, accounting, HRD.
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Kita memiliki resiko pasar karena kesuksesan perusahaan dan keuntungan
sangat tergantung pada fluktuasi harga pasar bahan baku (etilena) dan
produk PE. Untuk resiko kredit macet ada, tapi tidak terlalu besar karena
sebagian besar pembayaran dilakukan dengan cash.

Untuk aset, kita hanya memiliki aset untuk peralatan kantor dan office
supplies.

Bagaimanakah ketentuan-ketentuan kontrak yang dilakukan oleh PT ABC?
Syarat pembayaran untuk penj ke pihak terkait-yang ditetapkan
sebesar 30 hari untuk AB, ke pihak ketiga, jangka waktu
‘ , dasar kas. Pembeli tertentu
pbayaran dilakukan
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 3

Narasumber : Konsultan Pajak PT ABC

Jabatan : Konsultan Pajak
Tempat : Jakarta

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 Mei 2012
Waktu : Pukul 09.00 WIB

1. Jelaskan langkah-langk

pricing PT
Strategi pertam; g d mer rable sebagai
berikut:
L 2

pembanding terkait transfer

ksternal kemudian

1a yang bersifat sistematis.
Kriteria-kriteria tersebu ebagai berikut:
a. Pencarian otomatis melalui database, yaitu:

. Menentukan jenis transaksi perusahaan yang diteliti dan juga
Jenis produk yang diperjualbelikan sesuai karakteristik produk
yang telah diteliti. Misal bahan plastik dan chemicals and allied
product.

J Berdasarkan Region/ wilayah untuk mempersempit karena

mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang dapat dijadikan
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pembanding. Diluar wilayah yang ditentukan makan akan
dieliminasi dalam pencarian data pembanding.

. Independensi dari satu perusahaan, perusahaan yang akan dicari
sebagai pembanding haruslah perusahaan yang tidak
dikendalikan oleh perusahaan lain. Salah satu cara untuk
mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak dikendalikan oleh
perusahaan lain adalah dengan cara melihat kepemilikan saham.

Legal status. Dal 1 data pembanding, sebaiknya dalah

practice péru engalami kerugian satu tahun pada

masa yang diuji yaifu tahun 2009-2011 masih dianggap wajar
dan dapat dijadikan sebagai comparable, tetapi tidak ada
perusahaan yang mengalami kerugian lebih dari 1 tahun untuk
perusahaan trading”

J Membaca detail bisnis dari perusahaan yang akan dijadikan
pembanding. Jika secara fungsi, asset dan resiko tidak sama

dengan PT ABC maka akan deliminasi.
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. Menolak perusahaan yang tidak memiliki informasi bisnis

° Menolak pembanding yang tidak memiliki laporan keuangan
yang jelas

o Menolak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa

(potential intercompany)
. Menolak perusahaan yang bangkrut, merger, dan akusisi.
2.

Sebutkan kendala-kendala y: fing terjadi dalam proses pencarian data

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



Lampiran 4

TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA 4

Narasumber : Bapak Bernadus Bawono Kristiaji

Jabatan : Konsultan Pajak Danny Darussalam Tax Centre
Tempat : Kelapa Gading, Jakarta

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Mei 2012

Waktu : Pukul 11.00 WIB

1. Jelaskan langkah-langk. pembanding terkait transfer

hai comparability

gegunaan eksternal comparable
semakin banyak, kemudian métode TNMM menjadi trend sekarang.
Apabila melihat dari transaksi yang dilakukan oleh PT ABC, maka
seharusnya PT ABC menggunakan eksternal comparable. Dikarenakan PT
ABC menggunakan eksternal comparable, maka kemungkinan besar PT
ABC menggunakan database dalam pencarian data pembanding kecuali ada
market price untuk produk PE dan PP. Untuk PE, ia adalah produk turunan
dari oil. Sehingga fluktuasinya sangat tergantung dari oil. Di Indonesia,

apabila ada barang komoditas maka DJP cenderung menggunakan metode
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CUP. CUP di level price, sehingga eksternal menggunakan eksternal CUP
tapi harus dilihat dahulu adakah faktor-faktor pembeda, apabila ada, maka
apakah dapat dilakukan adjustment. CUP sangat menekankan produk
comparability. PP dan PE adalah fungible chemicals atau comodity produk.

Apabila PE dan PP yang digunakan oleh PT ABC dengan ICIS price ada
pembeda, baik formula, strategy business, geografis, penetrasi pasar,
contractual terms yang menyebabkan adanya pengaruh harga maka harus
dilakukan adjustment, tetapi a adjustment tersebut sulit dilakukan
sehingga CUP tid

karena independent

syndicator sehinggé setel; seqrching criteria, competitor PT
ABC tidak keluar dalam list comparable database.

Perbedaan comparability analysis PER-43/PJ/2010 dengan PER-
32/PJ/2011?

internal comparable tidak dapat digunakan apabila transaksi tersebut
insidental tapi sampai dengan sekarang DJP belum menjelaskan mengenai
insidental transaction.

Kendala-kendala yang dihadapi?
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dental ftramsaction karena belum

1nst

penentuan

Penentuan metode,

dijelaskan secara jelas oleh DJP.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 5

Narasumber : Bapak Untoro

Jabatan : Konsultan Pajak Danny Darussalam Tax Centre
Tempat : Kelapa Gading, Jakarta

Hari/ Tanggal : Rabu, 30 Mei 2012

Waktu : Pukul 11.00 WIB

1. Jelaskan langkah-langk
pricing PT
Analisa tras

pembanding terkait transfer

%charian data

hapter tersebut

biasanya Asia Pasific, kita harus mengétahui data ICIS mengambil data
darimana, apabila ia ambil data dari China maka akan berbeda karena
supply dan demand di Indonesia berbeda. Dalam penentuan metode, apabila
perusahaan tersebut adalah perusahaan trading maka kemungkinan metode
yang dapat apply adalah CUP, RPM, Cost plus dan TNMM. Dalam
mengadjust, susah di adjust bukan berarti tidak bisa di adjust. Metode yang
paling tepat dijelaskan pada Per-32 adalah metode yang paling reliable.
Untuk chemical, metode yang paling reliable adalah CUP kecuali ada hal
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yang mempengaruhi harga dan tidak dapat di adjust maka menggunakan
metode lainnya. Apabila menggunakan CUP, maka harus dapat mengetahui
karakteristik barang di ICIS, serta contractual terms ICIS. Tapi apabila
kamu tidak mempunyai data ICIS maka kamu tidak dapat apply CUP dalam
analisis kamu, karena kamu tidak tersedia datanya. Untuk pemilihan metode
Cost plus, harus dilihat terlebih dahulu apakah ia frader atau service
provider karena kalau trader mempunyai resiko market. Untuk procurement

- centre ada artikel yang menye] seharusnya m_engguna}qm cost-plus

dengan melihat cost pat keuntungan dari market

PT ABC

provider

disegmentasi R}
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 6

Narasumber : Bapak Wisamodrojati

Jabatan : Akademisi

Tempat : Kalibata, Jakarta
Hari/ Tanggal : Sabtu, 19 Mei 2012
Waktu : Pukul 17.00 WIB

Jelaskan langkah-langk.
pricing PT A

pembanding terkait transfer

Yang pe

ah§£ﬁ1

lisis

satu masuki

Oleh karena itu akan
margin, semuanya akan tercover semua karena yang akan diambil adalah
bottom line nya. Kesulitan untuk TNMM adalah untuk mendapatkan
segmented PLL. RP dan NRP untuk mendapatkan margin maka biasanya
menggunakan proporsional tetapi apabila pencatatan accounting perusahaan
baik, maka hal ini bisa di segmented. Untuk comparability analysis, yang
pertama melihat produknya terlebih dahulu misal kita gak bisa
membandingkan perusahaan trading di bidang chemical tidak mungkin

dibandingkan dengan trading di bidang farmasi atau elektronik karena
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margin nya pasti beda. Sebisa mungkin mencari pembanding dengan produk
yang sama atau sejenis. Selanjutnya, melihat geografis. Sebaiknya lihat
Indonesia, umumnya Far East and Central Asia. Kebanyakan jepang dan
Korea karena perusahaan jepang dan korea kebanyakan telah memiliki
website sehingga kemudahan akses data. Selanjutnya size perusahaan,
dilihat dari revenue dan asetnya. Misal konsultan pajak lokal dengan
konsultan pajak seperti big four karena konsultan pajak big four telah
memiliki pangsa pasar sendiri, pun darj segi mature sama. Periode
tahun, apabila 201

009. Conractual terms and

¢t selama ini

adalah apabil: sa: di , ‘ ng delete. Aturan
mengenai eliminasi hart ‘ : ebih detail jangan sampai ada
pertentangan. Mungkin ada masukan ke fiskus mengenai quartile apabila
sudah didapat range tapi rangenya jauh sebenarnya quartile yang harus

dipake yang mana, apakah Q1 atau median atau Q3.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 7

Narasumber : Bapak Herawan Yunendra

Jabatan : Kepala Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Group
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Mei 2012

Waktu : Pukul 11.00 WIB

1.

) emparablhty analisis terlebih
dahulu kemudian penentuan metoae Untuk memilih data eksternal dengan
penentuan wilayah/ geografis, industri. Kadang walaupun kami
menggunakan US SIC code, kamu juga menggunakan NAIC. Kita berusaha
mencari distributor dengan produk yang sama. Apabila kita mencari produk
yang PE dan PP saja tidak masalah, kalaupun mencari produk yang
intermediate produk juga tidak masalah tetapi apabila ada produk yang sama
maka yang akan digunakan adalah produk yang sama juga. Argumentasi
jauh lebih baik yang produknya sama. Kecuali ada pembanding yang
produknya sama tetapi di reject karna faktor lain misal industrinya tidak
megarah ke produk karena penjualannya terlalu luas.
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Manual review saya setuju, deskripsi perusahaan, availability data, dan lain-
lainnya. Oke sih kalau menurut saya. Menurut saya langkah-langkah seperti
ini acceptable.

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 43/P}/2010

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI
ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan
pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan
pengelakan pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas dan untuk memberikan kepastian dan kelancaran
dalam penerapan kewajaran dan kelaziman usaha, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi
Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomer 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN
USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
ISTIMEWA.

BABR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Katentuan Umum dan Tata Cara Perpajatan yang selanjutnya disebut Undang-
Unaaig KUP adalal 'naang-bndang Nomer 6 Tzhun 1983 tertang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undaryg-1indang
Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah
Undang-Unaang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Pertambzhan Nilai Baran . dan Jasa da jak Penjualan atas Baran
g 9 Analisis pencarian..., Fe% annawaty, Elgﬁiabl ik via g



10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009.

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian
antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka
penghind. ran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
PPN.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm’s length principle/ALP) merupakan prinsip yang
mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi
pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau
laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan
Istimewa yang menjadi pembanding.

Harga Wajar atau laba Wajar adalah harga atau Iaba yang terjadi dalam transaksi yang
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang
sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal
Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan
identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan
Istimewa.

Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi
sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai
Hubungan Istimewa. .

Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP)
adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan
harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan
Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah metode Penentuan Harga
Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang
dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali
produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko,
atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan
Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

Metode biaya-plus (cost plus method/CPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang
dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama
dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor
wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak
mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Metode pembagian laba (profit split method/PSM) adalah metode Penentuan Harga Transfer
berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan
mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima
secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan
akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.
Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) adalah metode
Penentuan Harga Transfer yang c dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih
operasi terhadap biaya, teriadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas
transaksi antara pihak-pitkak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba
bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak
mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas
Itransaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa
ainnya.

Prosedur Farsetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) adalah prosedur
administratif yang dilakukan o'en pejabat yang berwenang dari Indonesia dengan pejabat yang
berwenang dari negara mitra P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang timbul
sehubungan dengan penerapan P3B.

BAB II
RUANG LINGKUP

Analisis pencaridrf>@/Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



(1) Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak
dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vyang dapat mengakibatkan pelaporan jumlah
penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib
Pajak tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha meliputi antara lain :

a. penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak
berwujud;

b. sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta
berwujud maupun harta tidak berwujud;

¢. penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa;

d. alokasi biaya; dan

e. penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau
pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen
keuangan dimaksud.

BAB II1I
PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA
SERTA ANALISIS KESEBANDINGAN

Pasal 3

(1) Waijib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak
yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.
(2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;

b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;

¢. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis
Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang
dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan

d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(3) Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran tidak melampaui Rp 10
-000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak diwajibkan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), namun Wajib Pajak tetap diwajibkan memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang
KUP.

Pasal 4

(1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang
tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :

1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat
mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau

2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan
peng?ruh yang materiai atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga
atau laba;

b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan
tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembanding
Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar .

{2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-iangkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan
Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data Painbanding Internat
dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus
dilz!sukan analisis atas fakto--faktor yang dapat memnrengariii tingkat kesebandingan antara lain:

a. karakteristik  barang/harta berwujud dan barang/harta tidak ber~ujud  yang
diperjualbelikan, termasuk jasa;

fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi;

ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian;

keadaan ekonomi; dan
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Pasal 6

(1) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak
berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus dilakukan analisis
terhadap  enis barang atau jasa yang diperjualbelikan, dialihkan, atau diserahkan, baik oleh
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa maupun oleh pihak-pihak yang tidak
mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dipertimbangkan antara lain :

a. ciri-ciri fisik barang;
b. kualitas barang;

C. daya tahan barang;

d. tingkat ketersediaan barang; dan
e. jumlah penawaran barang.

(3) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dipertimbangkan antara lain :

a. jenis transaksi;

b. jenis barang tidak berwujud yang diserahkan;

¢. jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan; dan

d. potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut.

(4) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dipertimbangkan antara lain :

a. sifat dan jenis jasa; dan
b. cakupan pemberian jasa.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan
kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai
Hubungan Istimewa.

(2) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam hal kegiatan
tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh
dari transaksi yang dilakukan.

(3) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain :

a. struktur organisasi;

b. fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan,
perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran,
promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen;

C. Jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan
harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi;

d. risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang
melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan.

Pasal 8

Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (1) huruf ¢, harus dilakukan analisis terhadap tingkat
tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan
°|§h pihak'-pihak yang tidak mempuayai Hubungan Istimewa, yang ineliputi ketertuan teitulis dan
tidak tertulis.

Pasal 9

Dalam melakukan penilaian dan analisis keadaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5§ ayat
(1) huruf d, harus diidentifikasi kondisi ekonomi yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar,
tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat ketersediaan barang atau jasa
pengganrii nada trarsaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memgunyai Hubungan Istimewa
dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Pasal 10
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Penilaian dan analisis atas strategi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, harus
dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat
diversifikasi barang/jasa, tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya, yang terjadi
pada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunvyai
Hubungan Istimewa.

BAB 1V
METODE PENENTUAN HARGA WAJAR ATAU LABA WAJAR

Pasal 11

(1) Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan

metode Penentuan Harga Transfer yang paling tepat.
(2) Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat diterapkan adalah :

a. metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled
price/CUP);
b. metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost

plus method/CPM);
c. metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional

(transactional net margin method/TNMM).

(3) Dalam menerapkan metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. penerapan metode Penentuan Harga Transfer dilakukan secara hirarkis dimulai dengan
menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable
uncontrolled price/CUP) sesuai dengan kondisi yang tepat;

b. dalam hal metode perbandingan harga antar pihak yang independen (comparable
uncontrolled price/CUP) tidak tepat untuk diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan
kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) sesuaij
dengan kondisi yang tepat;

c. dalam hal metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus
(cost plus method/CPM) tidak tepat untuk diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian
1aba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net
margin method/TNMM).

(4) Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen
(comparable uncontrolled price/CUP) adalah:

a. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi
yang sebanding; atau

b. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
dengan pihak-pihak yang tidak memitiki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat
kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk
menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

(5) Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM)
adalah :

a. tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai
Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan
Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun
barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan

b. pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang
atau jasa yang diperjualbelikan.

(6) Kondisi yang tepat dalam menerapkan matode biaya-plus (cost plus method/CPM) adalah:

a. barang setengah jadi dijual kepada pihak-nihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

b. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement) atau
kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antara pihak-pihak
/3ang mempunyai Hubungan Istimewa; atau

¢. bentuk transaksi adalah penyadiaan jesa.

(7) Metode pembagian laba (profit split method/PSM) secara khusus hanya dapat diterapkan dalam
kondisi sebagai berikut :

a. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangai terkait satu
sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian sccara terpisah; atau

h. terdapat barang tida“ berwujud vang unil- antzra pinak-pihelk yang bertransaksi yang
menyehabkan kesulitan dalani menemukan data pembanding yang tepat.

(8) Penerapan metode Penentuan Haiga Transfer secara hirarkis harus didasarkan pada kondisi yang
tepat untuk setiap metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat
(5), ayat (€}, dan ayat (7).

(9) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan kajian yang dilakukan dan nienyimpan buku, dasar
catatan, atau dokumen sesuahggsigancketeidnan Fam Herlakwaty, FISIP Ul, 2012



Pasal 12

Dalam hal kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak terpenuhi maka
metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) dapat diterapkan.

BAB V
HARGA WAJAR ATAU LABA WAJAR

Pasal 13

(1) Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single
price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR).

(2) Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rentangan
antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan
b. didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau

taba tunggal tidak dapat dilakukan.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka Rentang
Harga Wajar atau Laba Wajar tidak dapat dipergunakan.

(4) Yang dimaksud dengan Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR) adalah
rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa, yang merupakan hasil pengujian beberapa data pembanding dengan
menggunakan metode Penentuan Harga Transfer yang sama.

BAB VI
TRANSAKSI KHUSUS

Pasal 14

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara
Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan
Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

a. penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;

b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan

c. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa
sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai
Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri
oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;

(3) Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap
tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasa terjadi hanya
karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa perusahaan yang

berada dalam satu kelompok usaha.
(4) Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya atau pengeluaran yang terjadi

sehubungan dengan :

a. kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang saham perusahaan
induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya pengurus perusahaan induk;

b. kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk taporan keuangan konsolidasi perusahaan
induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang terukur yang dinikmati oleh
Wajib Pajak; dan

. perolehan dana/mcdel vang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan
dalam kelompok usaha, kecuali pengambilalihan tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak dan
manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak.

Pasal 15
Datam hal transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa dapat dilakukan identifikasi jenis transaksinya secara spesifik, langkah-lanykah penerapan
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib
diterapkan untuk satiap jenis transaksi jasa.

Pasal 16

(1) Dalam hal transaksi jasa dilgkykar persariars.amBer teem eyt Raa8 | Bald | pR2i2yang mempunyai



(2)

(1

(2)

(3)

4)

(1)

(2)

(3

Hubungan Istimewa dan tidak dapat dilakukan identifikasi atas transaksi jasa yang diserahkan
kepada masing-masing pihak, maka beban jasa harus dialokasikan berdasarkan manfaat yang
diterima oleh masing-masing pihak .

Kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan beban jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap memadai dalam hal menerapkan kriteria yang terukur dan dapat diandalkan berdasarkan

a. sifat jasa, kondisi pada saat jasa diserahkan, dan manfaat yang diperoleh; atau
b. kriteria lain yang berkaitan dengan transaksi yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang

tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

Pasal 17

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan dan
pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa.

Transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak
yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman
Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

a. transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi;

b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan

c. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai
nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai
Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis
Kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam
transaksi.

Transaksi pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
sepanjang memenuhi ketentuan :

a. transaksi pengalihan harta tidak berwujud benar-benar terjadi; dan

b. nilai pengalihan harta tidak berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai
Hubungan Istimewa sama dengan nilai pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan
antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi
yang sebanding.

Dalam melakukan Analisis Kesebandingan untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) harus dipertimbangkan antara lain :

a. keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas harta tidak berwujud;

b. eksklusifitas hak yang dialihkan; dan

c. keberadaan hak pihak yang memperolah harta tak berwujud untuk turut serta dalam
pengembangan harta dimaksud.

BAB VII
DOKUMEN DAN KEWAJIBAN PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

Pasal 18

Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.

Termasuk dalam pengertiar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen
yang menjzdi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disadiakan oleh Wajib Pajak
sekurang-kurangnya mencakup :

a. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan,
struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan
gambaran lingkungan usaha;

b. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;

c. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualtelikan, hasil analisis
fungr;'sional. kondisi ekonomi, ketentuan-ketertuan dz'am kontrak/perjanjian, dan strategi
usaha;

d. perbanding yang terpilih; dan

€. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih
oleh Wajib Pajak.
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(4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen
tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar vang dipilih.

Pasal 19

Wajib Pajak wajib melaporkan transaksi yang dilakukannya dengan pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB VIII
KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pasal 20

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan
untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau
Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak .

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan
dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud
dalam peraturan ini, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba
Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar
yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13
ayat (1) Undang-Undang KUP. .

(4) Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila
Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang
dilakukan dengan pihak-pihak yang memitiki Hubungan Istimewa.

(5) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan
Istimewa yang terindikasi sebagai tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak
berwenang melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KUP.

Pasal 21

(1) Direktur 3enderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative adjustment) terhadap
penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas suatu penyesuaian
(primary adjustment) yang dilakukan oleh

a. Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak; atau

b. otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak dalam negeri
Indonesia.

(2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri penyesuaian penghitungan
pajaknya.

BAB IX
HAK-HAK WAJIB PAJAK

Pasal 22

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement
Procedure/MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam P3B untuk menyelesaikan
sengketa perpajakan yang menyangkut penerapan ketentuan dalam P38 sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, termasuk dalam iial Waiib Pajak tidak menyetuju penyesuaian yang ailakukan oleh
otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksinya.

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing
Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yanq berlaku, sebaga:
upaya menghindari permasalahan yang murgkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara
Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/AFA) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Waijib Pajak atau antara
Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana dimaks'd dalam
Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 2010
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.
MOCHAMAD TIIPTARDIO
NIP 195104281975121002

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www,ortax.org
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 32/PJ/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN
DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA
WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapan prinsip kewajaran
dan kelaziman usaha antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa, dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman
Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-43/P1/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman
Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5069);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
‘Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/P1/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN
KELAZIMAN USAHA CALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA.,

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang
Penerapan Prinsip Kewajaran aan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak
Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuzn Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebaqai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
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Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya
disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh
adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasil~n sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009.

4. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang PPN.

5. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP) merupakan prinsip
yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak
yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi
yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang
menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam
rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak
mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

6. Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba vyang terjadi dalam transaksi
yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam
kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang
memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

7. Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau
Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak
dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi
dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan
Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi
dimaksud.

8. Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi

antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

ot

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer
(Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha
Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia.

(2) balam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di
Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan
oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk
memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

a. perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor
usaha tertentu;

b. perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau

c. transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

(2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;

b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;

C. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil
Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang iepa* ke dalam
transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihek yang mempunyai
Hubungan Istimewa; dan

d. menderumentasikan setiap langkan Jalem menaptukan Harga Wajar atau Laba
Wajar sesuai derigan kelentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(3) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle/ALP) mendasarkan
pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
tidak mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi
tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Yalue/FMV).
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4,

(4) Wajib  Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi,
dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang
tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :

1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang
dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau

2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian
untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan
kondisi tersebut terhadap harga atau laba;

b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternat
dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan
Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar.

¢. dalam hal Data Pembanding Internal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b
bersifat insidental, maka Data Pembanding Internal dimaksud hanya dapat dipergunakan
dalam transaksi yang bersifat insidental antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian
dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data
Pembanding Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar
catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berfaku,

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 4A

(1) Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam
transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak
mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam
transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pikak-pihak yang tidak
mempunyai Hubungan Istimewa.

(3) Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal harus memenuhi faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan.

(4) Dalam hal Data Pembanding Internal telah memenuhi faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan, maka Data Pembanding Eksternal tidak
diperlukan.

(5) Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun
database lainnya.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi
dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang
diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam
hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau
laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan.

(3) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain:

a. struktur organisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha
serta manajemen mata rantai (supply chain management) kelompok usaha;

b. fungsi-fungsi utema yang dijalankan o'eh suatu perusahaan seperti desain,
pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi,
pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen serta karakteristik
utama perusahaan seperti jasa makion (toli manufacturing), manufaktur dengan fungsi
dan risiko terbatas (contract manufacturing), dan manufaktur dengan fungsi dan
risiko penuh (fully fledge manufacturing);

C. jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan,
peralatan, dan Harta Tidak derwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur,
harga pasar, dan lokasi;

d. risiko yang mungkin timbul dan barus ditanggung oleh inasing-masing pihak
yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan
risiko keuangan.
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Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Dalam  melakukan  penilaian dan  analisis atas ketentuan-ketentuan  dalam
kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, harus dilakukan
analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan y-.ng dibagi antara
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-
ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai
Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis.

(2) Dalam hal tidak terdapat dokumen tertulis, hubungan kontrak para pihak dapat ditentukan
dari peran/perilaku para pihak atau prinsip ekonomi, yang umumnya mengatur hubungan
para pihak tersebut.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Analisis keadaan ekonomi diperlukan untuk memperoleh tingkat kesebandingan dalam

pasar tempat beroperasinya para pihak yang melakukan transaksi.
(2) Keadaan ekonomi yang harus diidentifikasi untuk menentukan tingkat kesebandingan

pasar mencakup:

a. Lokasi geografis;

b. ukuran pasar;

c. tingkat persaingan dalam pasar serta posisi persaingan antara penjual dan pembeli;

d. ketersediaan barang atau jasa pengganti;

e. tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar baik secara keseluruhan maupun
regional;

f. daya beli konsumen;

g. sifat dan cakupan peraturan pemerintah dalam pasar;

h. biaya produksi  termasuk biaya tanah, upah tenaga kerja, dan modal;

biaya transportasi; dan tingkatan pasar;
i. tanggal dan waktu transaksi; dan sebagainya.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian
untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most
Appropiate Method).

(2) Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat
diterapkan adalah :

Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa
(Comparable Uncontrolled Price/CUP);

Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM);

Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method);

Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM); atau

Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM).

b

pPlnyT

(3) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan
Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer
yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam
transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa
dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

(4) Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) adalah metode Penentuan
Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk
yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual
kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fiingsi, aset
dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunryai
Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

(5) Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) adalah metode Penentuan Harga Transfer
yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan
yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau
tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan
pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjuaiar yang telah
sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

(6) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) adalah metode Penentuan Harga
Tran</er Larbasis Laba Transakesicial (Transactivna! Profit Method Based) yang dilakukan
dengan mengideniifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi vang akan dibagi oleh
pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut denigan menggunakan dasar
yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang
selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak
mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Matode Kontribusi (Contribution
Profit Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method).

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



(7) Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin method/TNMM) adalah
metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba
bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar
lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan
presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang
diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai
Hubungan Istimewa lainnya.

(8) Dalam menerapkan metode Penentuan _Harga Transfer vyang paling sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. kelebihan dan kekurangan setiap metode;

b. kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan sifat dasar transaksi antar
pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, vyang ditentukan berdasarkan
analisis fungsional;

. ketersediaan informasi yang handal (sehubungan dengan transaksi antar pihak
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa) untuk menerapkan metode yvang dipilih
dan/atau metode lain;

d. tingkat kesebandingan antara transaksi antar pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai Hubungan
Istimewa, termasuk kehandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan
pengaruh yang material dari perbedaan yang ada.

(9) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang
tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) antara lain
adalah:

a. barang atau jasa vyang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik
dalam kondisi yang sebanding; atau

b. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa
Identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan
penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang
timbul.

(10) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Harga Penjualan Kembali (Resale
Price Method/RPM) antara lain adalah:

a. tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib  Pajak
yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang
tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan
hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan

b. pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas
barang atau jasa yang diperjualbelikan.

(11) Kondisi yang tepat dalarn menerapkan Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) antara
lain adalah:

a. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa;

b. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility
agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply
agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau

c. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

(12) Metode Pembagian Laba (Profit Split  Method/PSM) secara khusus hanya dapat
diterapkan dalam kondisi sebagai berikut:

a. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait
satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah;
atau

b. terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi
yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

(13) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional
Net Margin Method/TNMM) antarz lain adalah: .

a. salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan kontribusi

yang khusus; atau
b. salah satu pihak dalam iransaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi
yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain.

(14) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan kajian yang dilakukan dan menyimpan buku,
dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan keten‘tan yano berlaku.

. Pasal 12 dihapus.
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11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang
dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenu"i Prinsip Kewajaran
dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

a. penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;

b. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai
Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang
sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;

(3) Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dianggap benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat
menambah nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud.

(4) Dalam menentukan nilai transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
harus diterapkan melalui Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal
5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

(5) Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa dianggap tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal
transaksi jasa terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu
atau beberapa perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha.

(6) Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya atau pengeluaran
vang terjadi sehubungan dengan:

a. kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang
saham perusahaan induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya
pengurus perusahaan induk;

b. kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan
konsolidasi perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang
terukur yang dinikmati oleh Wajib Pajak;

¢. perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan
kepemilikan  perusahaan dalam kelompok usaha, kecuali pengambilalihan
tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak dan manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak. .

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan
dan pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak
yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Harta Tak Berwujud (Intangibles) adalah suatu aktiva yang pada umumnya memiliki
masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta memiliki kegunaan
dalam kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk dijual kembali, seperti
paten, hak cipta atau merek dagang.

(3) Harta Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Harta Tidak
Berwujud sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) dan Harta Tidak
Berwujud sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles).

(4) Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles)
pada umumnya terjadi melalui kegiatan riset dan pengembangan yang berisiko dan mahal,
sehingga pemiliknya berusaha mengganti pengeluaran tersebut melalui penjualan barang,
perjanjian lisensi atau kontrak jasa.

(5) Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles)
meliputi antara lain merek dagang atau nama dagang yang membantu meningkatkan
pemasaran dari barang dan jasa, daftar pelanggan, dan saluran distribusi.

(6) Merek Dagang adalah nama, simbol atau gambar yang unik yang dimiliki sebagai identitas
dari suatu barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh pabrikan atau dealer,
dimana penggunaannya oleh pihak lain diatur oleh hukum domestik atau hukum
internasional.

(7) Transaksi pemanfaatan Harta Tidak Beiwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan
pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan
Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

a. transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;

b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan

c. transaksi  antara pihak-pihak  yang mempunyai mempunyai Hubungan
tstimewa mempunyai nilzi yany coma dencan transaksi yang dilakukan antara
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang
sebanding dengan menerapkan Analisis Kesebandingza dan menerapkan metode
Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi.

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



AT

(8) Transaksi pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan
pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan

Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

a. transaksi pengalihan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi; dan

b. nilai pengalihan Harta Tidak Berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai
mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai pengalihan Harta Tidak Berwujud
yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa
yang mempunyai kondisi yang sebanding.

(9) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dan ayat (9) harus dipertimbangkan antara lain :

a. keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas Harta Tidak Berwujud;

b. eksklusifitas hak yang dialihkan; dan

c. keberadaan hak pihak yang memperolah Harta Tak Berwujud untuk turut serta
dalam pengembangan harta dimaksud.

13. Diantara Pasa! 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements) adalah kesepakatan
yang dibuat oleh para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk berbagi risiko
dari mengembangkan, menghasilkan atau mendapatkan aset, jasa atau hak, dan
untuk menentukan fungsi dan peranan para pihak dalam kesepakatan atas aset, jasa atau
hak dimaksud.

(2) Para pihak dalam Kesepakatan Kontribusi Biaya {Cost Contribution Arrangements) berhak
untuk mendapatkan manfaat pelaksanaan Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution
Arrangements) sebagai pemilik efektif (effective owners).

(3) Dalam hal terdapat Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements),
maka kontribusi biaya antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus
sama dibandingkan dengan kontribusi biaya dalam kesepakatan yang dilakukan antara
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan Lbuku, catatan, dan dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada
transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(3) Wajib Pajak  wajib menyampaikan  dokumentasi  dalam melaporkan  transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu set
lampiran dari dokumen induk.

(4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan
dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode
penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang
tersegmentasi.

(5) Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Waijib
Pajak sekurang-kurangnya mencakup:

a. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha,

struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha,

daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usana;

kebijakah penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;

hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk vyang diperjualbelikan,

hasil  analisis fungsional, kondisi  ekonomi, ketentuan-ketentuan  dalam

kontrak/perjanjian, dan strategi usaha.

pembar.ding yang terpilih;

e. catatan mengenal penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar
yang dipilih oleh Wajib Pajak serta alasan penolakan metode yang tidak dipilih.

0

a

15. Keteniuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penahzsilan
dan pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan Kena Pazjak pada transaksi
yang dilakukan antara pihak-pihak vang memnuiyai Hubungan Istinewa.

(2) Kewenangan Direktur Jenderal Pajcl. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kolaziman Usaha dalam
transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.

Analisis pencarian..., Feni Hannawaty, FISIP Ul, 2012



(3) Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga
Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai
dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Direktur Jenderal
Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasa kan data atau dokumen
lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh
Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-
Undang KUP.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative adjustment)
terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas
suatu penyesuaian (primary adjustment) yang dilakukan oleh :

a. Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan pengurangan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya termasuk Bentuk Usaha Tetap
yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak; atau

b. otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi
Wajib Pajak dalam negeri termasuk Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

(2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri
penyesuaian penghitungan pajaknya.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan  Prosedur Persetujuan Bersama
(Mutual Agreement Procedure/MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B untuk menyelesaikan sengketa
perpajakan yang menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, termasuk dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh
otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksinya.

(2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian
antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka
penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

(3) Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah prosedur administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari
Indonesia dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra P3B untuk menyelesaikan
sengketa perpajakan yang timbul sehubungan dengan penerapan P3B.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance
Pricing Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi
yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa.

(2) Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak
atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana
dimaksud dalain Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Paiak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2011
DIPEKTUR JFNDERAL PAJAK,
ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001
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